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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian tentang “Studi Komparatif Tentang
Pembagian Kekuasaan Menurut Montesqiieu dan Al Maududi”. Penelitian ini
bersifat kualitatif, adalah murni penelitian kepustakaan (Library Reseach), masalah
pokok yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah: pertama; bagaimanakah
konsep pembagian kekuasaan menurut Montesquieu dan Al Maududi? Kedua; apakah
persamaan dan perbedaan konsep Pembagiam Kekuasaan menurut Montesquieu dan
Al Maududi?

Dalam menjawab permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan metode
amalisis Deskriptif Comparatif . Metode deskriptif, yakni pola yang berusaha
menggambarkan suatu obyek secara apa adanya. Penggunaan metode ini
dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara lengkap tentang konsep Pambagian
Kekuasaan menurut kedua tokoh tersebut. Metode komparatif adalah metode yang
berusaha membandingkan antara dua atau lebih objek kajian. Metode ini
mengharuskan peneliti untuk terlebih dahu'u membebaskan pikirannya dari segala
teori, dogma, dan citre teologis yang telah ada.Lebih jauh, penggunaan metode ini
mengharuskan peneliti antuk bersikap netral, bebas dari segala prasangka ideologis.

Dari penelitian ini dihasilkan rumusan sebagai berikut: bahwa konsep
Pembagian Kekuasaam menurut Montesquieu adalah: menyangkut pembagian
kekuasaan Legislatif (Kekuasaan membuat Undang-undang), Kekuasaan Eksekutif
(Kekuasaan melaksanakan Undang-undang), dan Kekuasaan Yudikatif (Kekuaszan
mengadili atas pelanggaran Undang-undeng). Sedangkan  konsep Pembag.aa
Kekuasaaa menurut Al-Maududi sama dengan konsep Trias Politikanya Montesqu eu
yakni bahwa kekuasazn negara dilakukan oleh tiga Lembaga Negara yaitu bacan
Legislatif, Eksekutif, den Yudikatif.

Tetapi yang lebuan penting di simi adalah fungsi dari Lembaga Negara tersebut
yeng berkaitan dengan sumber kekuasaan dan kedaulatan. Montesquieu berpendapat
bzhwa kekuasaan tertinggi adalah rakyat yang bisa disebut dengan teori hukum alam,
rakyat di sini memiliki kekuasaan tertinggi yang disebut dengan demokrasi, dan
dalam hal-hal tertentu rakyatlah yang berdaulat dan wajib mengatur segala sesuatu
yang berada di lingkup kekuasaan serta kedaulatan negaralah yang harus ditaati dan
yang berwenang menentukan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk kepada
Negara.

Berbeda dengam pendapat Al Maududi yang menyatakan, bahwa kekuasaan
tertinggi adalah di tangan Allah, dan manusia hanyalah pelaksana-pelaksana
kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah di bumi. Sistem negara Islam tidak dapat
disebut Demokrasi, oleh karena da am sistem politik Islam, kekuasaan Allah itu
berada di tangan umat Islam yang melaksanakan sesuai dengan apa yang telah
disampaikan oleh Al Quran dan As Sunnah Nabi, atau mungkin dapat diciptakan
istilah baru yaitu teodemokrasi, karena dalam sistem ini umat Islam memiliki
kedaulatan rakyat yang terbatas.

Vi
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiarah telah mencatat bahwa diantara persoalan-persoalan yang
diperselisihkan pade hari-hari pertama sesudah wafatnya Rasulullah saw. adalah
persoalan kekuasaan politik atau yang juga disebut persoalan al-Imamah. Namun
yang perlu diperhatikan di sini bahwa pengertian tentang kekuasaan pada
umumnya dipahami dan dibicarakan sebagai daya atau pengaruh yang dimiliki
seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain.
Dalam kcnteks ini kekuasaan diartikan secara represif, yakni adanya dominasi
antara sutyek dan cbyek kekuasazn negara pada masyarakat, raja pada rakyatnya,
suami pada isteri, pemilik modal kepada para karyawannya. Pengertian semacam
itu banyak: digunakan oleh para ahli sejarah, politik dan sosial.’

Pengertian ci atas juga mengandung adanya hubungan antara kekuasaan
politik dengan manusia sebagai subyek dan obyek kekuasaan. Hal ini berimplikasi
bahwa amatlah perlu untuk memahami konsep manusia sebagai pengantar ke
dalam pembahasan pokok. Karena itu, dibahas pula konsep manusia sesuai

keperluar, dalam hal ini terbatas pada sifat-sifat kodrati dan kedudukan manusia.

' Haryatmoko, Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasan. dalam Jurnal Basis No. 01-02 tahun
ke-51, Januari-P=bruari 2002, hal. 10.
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Perubahan sistem pemerintahan dalam masyarakat kemudian berkembang
madiz demisanasa. Tidlidakiah amenghétankan §ikd dpstéebuitan l\:ekuaa: énuipeditik
mewarnai sejarah umat Islam. Perkembangan baru terjadi dalam abad XIX
sebagai ekibat terjadinya kontak peradaban dengan dunia Barat. Kaum pembaharu
dalam dunia Islam berusaha melakukan pembaharuan dengan menerapkan nilai-
nilai Barat atau dengan menggali dan mengkaji ulang ajaran-ajaran Islam ataupun
dengan memadu kedua unsur-unsur tersebut. Gerakan pembaharuan ini
berdampek antara lain dalam kehidupan politik.

Adapun dua term sentral yang menjadi bangunan suatu tatanan pranata
sosial yzitu al-Khilafah dan al-Imamah. Kedua term tersebut sepanjang sejarah
umat [s.am senantiasa dijadikan penyangga suatu pemerintahan. Pembagian
kekuasaan dalam sistem al-Imamah tidaklah mendapatkan rincian yang jelas. Hal
ini berbeda dengar kerangka demokrasi yang membagi suatu kekuasaan negara
dalam tiga institusi (7rias  Politica), Eksekutif (as-Sulthah  al-
Tanfidziyah),Yudikatif (as-Sulthch al-Qadiyah) dan Legislatif (as-Sulthah al-
Tasyri’iyvah). Pemoagian kekuasaan ini merupakan teori yang dikembangkan dari
Montesquieu pada abad ke-18. Perbedaan pemilahan institusi kekuasaan ini
bersifat aplikatif dan temporal. Situasi dan kondisi masing-masing negara turut

menentukan pola pemilahan kekuasaan konstitusi negara, Montesquieu

> Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Al-Dainuri, 4/-Imamah wa al-Siyasat,
hal. S1.
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memandang pemilehan kekuasaan negara karena untuk menghindari absolutisme
penguiasal

Kita sadari bahwa sebagai bahan pertimbangan, setiap negara itu
mempunyai sikap yang tidak sama terhadap sistem pemerintahan dan trias
politica terutama jika kita tahu awal dari pemikiran Montesquieu tentang trias
politica sebagai wujud pertentangan pada kekuasaan absolut yang pada waktu itu
berlaku di Perancis. Berdasarkan keadaan yang dialami oleh Montesquieu sendiri,
tidak dia,ukan lagi pendapat Montesquieu yang bertentangan dengan kenyataan
yang sebenarnya berlaku di Inggris. Pada masa itu terdapat lebih banyak
kebebasan-kebebasan dibandingkzn dengan banyak negara Eropa lainnya.’

Memang pada abad pertengahan sampai awal abad 20, monarkhi
merupakan simbol tirani, kesewenang-wenangan, kekuasaan absolut, tidak ada
demokrasi. “L’etat ce Moi” (negara adalah saya) adalah keabsolutan raja yang
ditentang oleh para pendekar-pendekar demokrasi waktu itu (Montesquieu,
Rousseou, dan lain-lain) yang berjuang untuk menggantikannya dengan bentuk
pemerintahan republik. Tapi zaman mutakhir ini telah membuka sejarah baru
bahwa negara monarkhi bukanlah mesti negara jelek, bahkan di beberapa negara
Eropa monarkhi (misal: Netherland, Inggris, Belgia, Norwegia, Swedia,
Denmark) membuktikan keunggtlannya dibanding dengan banyak negara-negara

republik.

? Ismail Sunny, Pembagian Kekuasaan Negara (Jakarta: Aksara Baru, 1985) , hal. 2.



Juga Republik Indonesia dalam sistem orba telah cukup banyak
mendinjukkanaindikzslivyarsebagai diegara repablikdiyzhg idake sesuaiildengan ide
negara Republik = res publica. Negara Republik Indonesia dewasa ini tidak
menunjukkan negaa “dari rakyat olen rakyat, untuk rakyat”, tapi bahkan
menunjukkan indikasi sebagai “regara kerajaan absolut” abad pertengahan. Di
mana rajanya seorang Jawa, dengan menteri-menterinya orang dari Jawa dan luar
Jawa. Paca penguasa orba melekat sifat khas monarkhi absolut, ialah andalannya
kepada kekuatan tentaranya, yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk
menumpas siapa sa.a yang “mbalelo”, artinya yang dianggap tidak loyal, apalagi
yang mer:berontak.

Sementara dalam sistem al-Imamah pada mulanya, yaitu pada era
Khulafaur Rasyidur, penyelenggaraan negara benar-benar terseleksi secara ketat,
baik senioritas, kapabilitas maupun moralitas. Karenanya, kecil kemungkinan
terjadi absolutisme. Hal ini tentu berbeda dengan situasi pasca Khulafaur
Rasyidun yang mulai berubah menjadi sistem monarkhi. Kenyataan sejarah umat
Islam dam perkembangan pemikiran mereka ternyata menghasilkan konsep politik
yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang dan pendekatan yang
dipergunaxan.*

Kita dapat mengerti batwa tidak terdapat keseragaman dalam cara
pengangkatan empat al-Khulafaur Rasyidin; itu terutama mengingat masih amat

rawannyz kehidupan masyarakat pada waktu itu. Yang kita pertanyakan ialah

* Abu Muhammad Aabdullah bin Muslim bin Qutaibah al-Dainuri, hal. 101.
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maruskah kita yang hidup pada zaman dengan tingkat peradaban sudah
sedemikianm majuiseningga sudah imampu umengatur ckehidupan . bemegard dergar
cara yang lebih baik, masih harus mencontoh model atau pola kehidupan
bernegara pada zaman al-Khulafaur al-Rasyidun yang ternyata masih demikian
sederhana dan belum memiliki pola yang baku dan adil it.>

Ki-anya tidak ada seorang pun yang menyangkal kebenaran pendapat
Maududi bahwa pada hakikatnya kekuasaan tertinggi di dunia ini adalah ada pada
Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Menurut sejarah doktrin kedaulatan rakyat
dahulu dicanangkan untuk melawan konsepsi kedaulatan raja sebagai penguasa
tertinggi can tunggal dengan kekmasaan yang absolut. Maududi adalah pemikir
politik Islam pertama yang mempergunakan pengertian bahwa umat manusia itu
adalah khalifah-khalifah (Allah) di bumi sebagai landasan teori politik.
Dilatarbelakangi oleh gagasannya yang menentang nasionalisme Islam yang
menurutriiya gagasam-gagasan nasionalisme itu sesuatu yang diimpor dari Barat,
tidak sesuai dengan ajaran Islam. Untuk itu Maududi berusaha mengadakan
transformasi kehidupan umat Islam melalui perbaikan akhlaq sebagai syarat
pembangunan suatu negara yang betul-betul Islam.®

Di sisi lain, di kalangan negara-negara abad ke-20 mulai dikenal suatu

sistem pemerintahan kerajaan yang diadopsi dari negara-negara maju (Barat),

* Muin Salim, Konsepsi Kekuasaar Politik dalam Al-Qur'an (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1995), hal. 19.
® Munawir Sadjali, Lslam dan Tata Negara (Jakarta; Universitas Indonesia, 1993), hal.172.



yaitu sistem demokzasi. Kata “Dernokrasi” berasal dari kata ‘Demos’ yang berarti
‘rakiyatd. dana 2Krdesib. yang ememibkip - maknac 'pemerintaianc. | A fiiiya. Ubativa
sistem demokrasi itu merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat untuk
rakyat dan oleh rakyat. Sistem inilah yang saat ini menjadi mainstream negara-
negara di dunia guna menata mayoritas anak manusia.

Sesungguhnya pada zaman modern sekarang ini masalah perbedaan antara
bentuk pemerintah kerajaan (monarkhi) dan republik tidaklah aktual lagi, sebab
rakyat ticak memandang penting siapa kepala negaranya dan siapakah yang
paling berkuasa, raja atau presiden. Rakyat lebih menitikberatkan pada masalah
bagaimana pemerirtah dalam negara tersebut memberi kebaikan pada hidup
rakyat atau menyengsarakannya.

Bertolak dari beberapa pemikirannya tentang kekuasaan, Charles de
Secondat de la Brede et de Monesquieu dikenal sebagai filsuf politik Perancis
yang memberikan sumbangan besar pada perkembangan pemikiran sosial dan
politik. Dia dikenal sebagai pengikut Locke, dan di Perancis dikenal sebagai
orang yang mengembangkan gagasan yang berbau Inggris. Tentang kebebasan,
toleransi, sikap sewajarnya dan oemerintahan konstitusional. Dia juga dikenal
sebagai perintis dalam filsafat sejarah dan pendekatan sosiologis pada masalah

politik dan hukum.”

” Montesquieu, Membatasi Kekuasaun Telaah Mengenai Jiwa Undang-undang, Alih bahasa
olet J.R. Sunaryo (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 1.



Abu al A’la al-Maududi adalah pembaharu pemikiran Islam di zaman
madeiin. abMaodhdigjélasimerupakdiz tokohs yangdipaking  produidill mengeluarkan
ide-ide pembaharuannya. Tulisan-tu isannya sering memancing para pembacanya
untuk berpikir lebih jauh dan sebagaimana halnya tulisan para penbaharu, karya-
karya al-vaududi sering menimbu ken kontroversi.*

Bertolak deri latar belakang yang diuraikan, dapat diketahui bahwa
masalah kekuasaan tidaklah sederhana. Ia tidak hanya terkait dengan kehidupan
masa silam tetapi juga dengan kenidupan masa kini dan masa akan datang. Pada
sisi lain ia juga terkait dengan cimensi intelektual umat Islam sebagai konsep
multi disipliner, bahkan merupakan bagian esensial dari ajaran Islam. Karena itu
masalah tersebut bersifat multi dimensional pula. Sebagai realitas dan fenomena
sosial, a memiiki dimensi-dimensi kesejarahan, kemasyarakatan dan
kebudayaan. Dan sebagai konsepsi, ia memiliki pula dimensi-dimensi teologis,
filosofis zan normatif legalistik di samping dimensi-dimensi tersebut sebelumnya.

Dengan kenyataan tersebut di atas, maka manarik membahas pemikiran
kedua tckoh ini, Montesquieu dan al-Maududi tentang kekuasaan, untuk

menemukan persamaan dan perbedaan pendapat antar keduanya.

® Abu al-A’la al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, terjemahan Muhammad al-Bagqir

(Bandung: Mizan, 1986), hal. 5.
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B. Rumusan Masalah
Dalanec periegdsam samasdldlylibpenadis c.ichdimiuskan. 2 cadanydib beberapa
permasalkhan yang diangkat seoagai topik utama skripsi ini. Adapun
permasakhan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah konsep pembagian kekuasaan menurut Montesquieu?
2. Bagaimanakah konsep pembagian kekuasaan menurut Abu al-A’la al-
Maududi?
3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan konsep pembagian kekuasaan dalam
pandangan Montesquieu dan Abu al-A’la al-Maududi?
Ketiga permasalahan di atas sengaja penulis tampilkan, karena melihat
pentingnva mengkaji lebih mendalam terhadap konsep pembagian kekuasaan dari

kedua tokoh tersebut.

C. Tujuan Yang Ingin Dicapai
Bahwa datant/ penelitians ini penulisibertujuani
1. Untuk menjelas<an pemikiran Montesquieu tentang pembagian kekuasaan.
2. Untuk menjelaskan pemikiraa Abu al-A’la al-Maududi tentang pembagian
kekuasaan.

Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep pembagian kekuasaan

(O8]

dalam pandangen Montesquieu dan Abu al-A’la al-Maududi.



D. Penegasan Dan Alasan Pemilihan Judul

l.

Renegasanaludud

Sebagai gambaran un-uk lebih mudah memahami pembahasan ini
perlu adanya suatu penegasan dan pembatasan istilah dalam pemilihan judul
skrips ini. Sehingga dengan adanya penegasan dan pembahasan judul tersebut
maka gambaran pembahasan axan mudah dijangkau.

Adapun judul yang diangkat oleh penulis adalah “Studi Komparatif
Tentang Pembagian Kekuasaan menurut Montesquieu dan Abu al-A’la al-
Maududi. Untuk menghindari -erjadinya kesalahpahaman di dalam memahami
skrips ini, maka perlu kiranya penulis memberikan uraian terhadap judul
skrips: tersebut, yakni:

Pembagian kekuasaan : Asas (yang secara lebih akurat disebut
pemisahan kekuasaan) antara badan legislatif,
badan eksekutif, dan badan yudikatif sebagai
badan yang berdiri sendiri sesuai dengan prinsip
trias politica.”

Charles De Montesquieu :  (1689-1755) Ahli hukum Perancis yang selama
beberapa tahun bekerja sebagai hakim,filsuf,

pengarang umum,dan penulis masalah politik.'

? B.N. Marbun, Kanus Politik (Jakar-a: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 482.
' Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 365.
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Abu ai-A’la al-Maududi : Figur penting dalam kebangkitan Islam.
lateipretash Islamnyacinenjadi- fondaskipermikiran
kebangkitan Islam kontemporer. Dia banyak
menulis dan pandai mengeluarkan pikirannya
sehingga berpengaruh besar 'pada pemikir
muslim kontemporer.

2. Alasan Pemilihan Judul
Penulis membahas judul “Studi Komparatif Tentang Pembagian

Kekuasaan Menurut Montesquieu dan Abu al-A’la al-Maududi.” untuk

diangkat menjadi topik pembanasan dalam skripsi ini dengan beberapa alasan

dan pertimbangan antara lain :

a. Kekuasaan pada hakikatnya adalah masalah yang bersifat multi
dinensional, sebagai realitas dan fenomena sosial, dan memiliki dimensi-
d.mensi kesejarahan, kenmasyarakatan dan kebudayaan. Dan sebagai
konsepsi, ia memiliki pula dimensi-dimensi teologis, filosofis dan
normatif legalistik.

b. Montesquieu adalah sosok pemikir Barat yang terkenal lewat konsep trias
politikanya yang mana konsep tersebut menghasilkan sistem kekuasaan
ya1g sudah diterapkan di beberapa negara.

c. Abu al-A’la al-Maududi adalah pemikir muslim yang memiliki argumen

teritang kekwasaan dalam pemerintahan yang terangkum dalam konsep



Teo-Demokrasi serta pemikiran dan  gagasan-gagasannya yang

kontrévérsicnal dan dipandang sesudiderigancajaran Istamc

E. Telaah Pustaka

Sejauh ini dapat dipastika1 bahwa karya tulis yang secara khusus
membahas persoalan pembagian kekuasaan menurut pemikiran Montesquieu
maupun al Maududi belum pernah ada. Pembahasan dalam lingkup ini biasanya
ditemukan dalam buku-buku lain dan hanya dijelaskan secara garis besar.

Diantaranya yang mencantumkan persoalan ini dalam sub pokok bahasan
pemikiran tokoh seoerti yang dilakukan oleh Dr. Isma’il Suny, SH. M.CL. dalam
bukunya Pembagias Kekuasaan. Begitu pua dengan bahasan-bahasan yang ada
pada karya-karya lain, seperti karya H. Munawir Sjadzali, MA. dalam bukunya
Islam dan Tata Negara, serta karya Dr. H. Muin salim dalam bukunya Konsepsi
Kekuasaan Politik dalam al Qur’a=

Dalam Karya 'Dr? IsmiaiP Stny 28H, MS.C.- Pentbagian® KekuaSaan buk e  ini
menjelaskan tentang teori mengenai pemisahan kekuasaan negara, yang
mendasari adanya suatu perbandingan mengenai pembagian kekuasaan negara
dalam beebagai konstitusi yang terdapat pada berbagai negara.

Dalam karya H.Munawir Sadjali, MA. Islam dan Tata Negara buku ini
membahas tentang kajian ulang tentang hubungan antara Islam dan tata negara
atau politik. Kajian ulang ini cimulai dari kandungan al Qur’an, kemudian

menelusari sejarah ketatanegaraan Islam. Khususnya semasa Nabi dan semasa



empat Knulafa al Rasyidin. Dan kemudian diteruskan dengan telaah pemikiran
para pelitikcisiant dasl zanvam Riasac dam pertengalian 'selta zaman odeny il
Dalam karya Dr. H. Muin Salim, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al
Quran buku ini secara khusus membahas politik dan pandangan a Qur’an, serta
mempunyai kajian yang cukup m=ngenai maslah-masalah politik di dalam Islam,

setidaknya dalam buku ini disinggung masalah urusan keagamaan.

F. Metodolagi Penelit an
1. Sumber Data
Untuk memperoleh data-data dalam penulisan skripsi ini, penulis
menggunakan sumber-sumber yang dapat menunjang informasi data yang
berhuoungan dengan pembahaszn tersebut. Kiranya perlu penulis sampaikan
bahwa bentuk penelitian skripsi ini adalah library recearch atau studi
kepustakaan, yakni mengadakan pengkajian dan penelitian melalui buku-buku

iteratut Cyang Uiada=dand gerkaicscerat c derigan npentbahasan’ - iasaiah

—

alau
pembagian kekuasaan. Di dalam penulisan skripsi ini agar cepat terarah dan
mencapatkan hasil yang optimal, maka penulis didalam penulisan ini perlu
menguraikan hal-hal berikut:'’

Sumber data yang peneliti pergunakan dalam pembuatan skripsi ini

adalah sumber-sumber yang terkait erat dengan tokoh-tokoh yang peneliti

""" Anton Bakker,dan Cheris Zubai-, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta; Kanisius,

1990), hal. 15.



kaji. Smmber-sumber tersebut merupakan acuan yang penting dalm pembuatan
skiipsi'ihi- Karer® 'dari'suinbef-sumoet' tersebutlaly peneliti- thampt' mengkajt
dan mendalami konsep kekuaszan yang dibangun oleh Montesquieu dan abu
al-A’le al-Maududi. Adapun sumber-sumber yang peneliti gunakan dalam
proses pembuatan skripsi ini antara lain :
a. Membatasi  Kekuasaan, Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang,
Mentesquieu.
b. Sistem Politik Islam, Abu al-A’la al-Maududi.

2. Metode Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti berusaha untuk mencari dan mengkaji beragam
data yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini, baik yang terkait
dari sumber data primer maupun sumber data sekunder. Sumber data primer
adalal data yang bersumber dari buku-buku atau tulisan-tulisan dari tokoh
yang cibahas. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang mendukung
pembanasan, yakni buku-buku ztau tulisan-tulisan karya orang lain."

Pembanasan Data

(98]

Untuk memperoleh data yang diperlukan digunakan metode
Naturalistik Kualitatif yang terd.ri dari:

a. Deduktif

Suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan

pengetahuan ilmiah yang bertitik tolak dari pengalaman atas hal-hal atau

" Lexy J. Moelong, Metodologi Perelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
1989, hal. 3.



masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat

b. Induktif
Suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu
pengetahuan ilmiah yang tertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau
masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat
urwm.'*
c. Metode Deskriptif Sintesis
Yang dimaksud dengan Deskriptif Sintesis adalah memaparkan
hesil penelitan dari buku yang melahirkan pengertian yang dibataskan
menurut kekhususan dan kekongkritannya. Analisa dalam kajian filsafat
berarti perincian istilah-istilah atau pernyataan-pernyataan dalam bagian-
bagiannya sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan pemeriksaan atas

makna yang dikandungnya."

G. Sistematika Pembanasan
Pada bab rendahuluan ini peneliti akan mulai dengan pembahasan

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai

"3 Sudarto Hum, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
hal. 57.

"* Anton Bekker, Chris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 1990),
hal. 54.

" Louis O. Kett Soff, Pengantar Filsafat (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hal. 19.



oenegasan judul, alasan memilih judul, Kajian kepustakaan dan metodologi
sedelitiar nietode paibahasan dar Stematikaspembahiasan

Dalam bab selanjutnya akan dikaji mengenai persoalan kekuasaan secara
Jmum yang berisi tentang pengertian kekuasaan, obyek yang dibahas dalam
Kekuasaan, serta aliran-aliran yang mempengaruhi perkembangan konsep
xekuasaan.

Bab ketiga ini merupakan bagian yang terpenting dalam pembahasan
mengenai pembagian kekuasaan karena dalam bab ini akan disampaikan
mengenai biografi, dilanjutkan deagan karya yang pernah diterbitkan dan
pendapat kedua tokoh, dan dikahas serta dikaji secara mendalam tentang
persoalan-persoalan kekuasaan dan pembagian kekuasaan dalam pandangan
Montesquie dan Abu al-A’la al-Maududi.

Pada bab keempat merupakan analisa. Analisa ini memuat tentang konsep-
konsep pembagian kekuasaan yang penulis kaji secara deskriptif antara
Montesquieu dan Abu al-A’la zl-Maududi. Penulis juga akan mencoba
memperbandingkan konsep pembagian kekuasaan yang dibangun oleh keduanya
yakni dengan mengkaji persoalan mengenai titik perbedaan kedua tokoh dalam
mengkaji persoalan pembagian kekuasaan yang dalam pengkajiannya akan
dibahas secara global dan mendalam.

Akhirnya dalam bab penutup ini peneliti akan memberikan kesimpulan

daripada pembahasan skripsi ini serta menyertainya dengan saran-saran.



BAB 11

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKUASAAN DAN'ASAS

PEMBAGIAN KEKUASAAN

A. Tinjaua1 Umum Tentang Kekuaszan dan Asas Pembagian Kekuasaan

1. Pengertian Tentang Kekuaszan

Kekuasaan adalah suatu fenomena misterius yang tidak dapat diukur,
ditimbang ataupun cilihat demgan panca indera. Memang dapat “dirasakan”,
tetapi perasaan ini tidak ada sangkut-pautnya dengan indera peraba Kkita,
kekuasaan bukenlah fenomena fisik, namun demikian cukup real juga. Orang
tidak dapat menyebut kekuasaan ini sebagai fenomena sosial saja, kalau
begitu apakah yang dimaksudkan dengan kekuasaan itu? Apakah barangkali ia
bersengkut-paut dengan gejala magis? Masih juga belum jelas, apa
sesungguhnya kekuasdan itu.

Istilah “kekuasaan” sendiri terbentuk dari kata ‘kuasa’ dengan
imbuhan awalan ‘ke’ dan akh.ran ‘an’. Dalam kamus, kata “kekuasaan” diberi
arti dengan ‘kuasa’ (untuk mengurus, memerintah dan sebagainya);
kemampuan; kesanggupan; kekuatan.” sedangkan kata’kuasa’ sendiri diberi

arti dengan:

' Orloc, Kekuasaan, Alih bahasa Koespartono, (Jakarta: Penerbit Erlangga,1987), hal 83.
2 WIS. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), hal.



. Kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu); kekuat;r»x\:\(sweT':;i':
badan cataudbenda)uinsa.ckewemaiigam atas: sesliatibataus amtuk dizerentukan
(memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya) sesuatu........ orang
yang diberi kewenangan untuk mengurus (mewakili dan sebagainya);
..... mampu, sanggup; kuat;.....pengaruh (gengsi, Kkesaktian dan
sebagainya) yamg ada pada seseorang karena  jabatannya
(martabatnya) .....>

Pengertian leksikal di atas menunjukkan bahwa kata kekuasaan selain
merujuk kepada makna benda (kemampuan, kesanggupan, dan kekuatan) juga
menunjuk kepada makna sifat. Dengan begini tampak bahwa untuk kata
bersangkutan perubahan marfologis kurang membawa pengaruh semantik.

Meskipun begitu dari analisis terlihat bahwa makna yang mendasar dari

kekuasaan dapat disimpulkan dalam tiga arti, yaitu kemampuan, kewenangan

dan pengaruh. Ketiga makna imi terlihat dalam definisi kekuasaan yang
diberikan para ilmuwan politik.*

Robert A. Dahl mengemukakan bahwa istilah kekuasaan mencakup
kategori hubungan kemanusiaan yang luas, misalnya: hubungan yang berisi
pengaruh, otoritas persuasi, dorongan, kekerasan, tekanan dan kekuatan

fisik.> Tetapi delam karyanya yang berjudul Modern Political Analisis, ia

Persada,

3 Ibid.,, hal. 528. lihat juga Tim Penyusun Kamus, hal. 468.

* Abd. Muin Salim, Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Islam (Jakarta; PT. Raja Grafindo
1994), hal. 54.

> Robert A. Dahl, “Power”, dalam David L. Sills, hal. 407.



mengemukakan bahwa ‘Kekuasaan’ adalah sejenis pengaruh yang disertai
dotongan. berupaiZanksic bagi Varp melanggar s Kedis skenyatiai binin tidak
konsisten, sebab dalam kenyaan pertama konsep kekuasaan bersifat umum
mencakup segala jenis hubungan kemanusiaan dan dalam pernyataan terakhir
konsep tersebut dibatasi pada hubungan yang disertai pengaruh dan sanksi.
Pandangan yang serupa dikemukakan Harold D. Laswell dalam
artike:nya “Psycholégy Ans Political Science In The USA”. dengan
pendekatan psikologis, ia melihat kekuasan sebagai hubungan kemanusiaan
yang diharapkan terwujud dan dalam kenyataannya, diberi sanksi berupa
hukuman yang keras.” Pandangan Laswell yang lebih tegas dikutip oleh Dahl
dari karyanya be-sama Abraham Kapla, Power and Society, sebagai berikut :
....Power is a special case of the exercise of influence, it is the process
of affecting policies of others with the help of (actual three attended)
severe deprivations for non corporeity with the policies intended.®
Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa penghampiran
psikologis terhadap kekuasamn menemukan pengaruh atau pelaksanaan
pengaruh sebagai esensi kekuasaan.” Dan pengaruh yang dimaksud adalah
yang disertai aaicaman hukuman ini berarti pengaruh yang efektif tanpa

diiringi ancamar tidak dapat dikategorikan sebagai kekuasaan.

® Robert A. Dahl, hal. 47.

7 Lihat Harold D. Laswell, ”Psychology and Political Science in The USA”, dalam UNESCO.
Contemporary Political Science, (Liege: 6 Thone, 1950), hal. 534.

¥ Lihat Robert A. Dahl, hal. 47.

° Lihat Thomas L. Cook, The Metkod of Political Science Chiefly in The United Stated ,
dalam UNESCO, hal. 83-84.



Konsep yang berbeda dikemukakan dalam karya D.George Kausoulas.
Dengan. emenghaimpiricmadalale dari "kenyataai''§o8iak2 st iRstinigio dih
pengalaman-pengalaman  hidup yang disebutnya sebagai pendekatan
pragmatik (Pragmatic Approach). la menegaskan bahwa “Certain people
have the capacity to make other human beings do what they would not
ordirarly have done of their own accord. This capacity is the essence of
power.™"’ Esensi Kekuasaaa adalah kemampuan yang memungkinkan
sesecrang dapat menjadikan oreng lain melaksanakan sesuatu yang biasanya
ia tidak akan melakukannya dengan kehendaknya sendiri. Kemampuan yang
dimaksud ini dapat bersumber dari kekuatan, kekayaan, kedudukan, kualitas,
pribadi, organisasi, dan ideologi.

Pendapzt yang serupa, bahwa ‘Kekuasaan’ adalah kemampuan
memenangkan keinginan seseorang atas keinginan orang lain. Berdasarkan
penghampiran sosiologi ia mengemukakan itu adalah sebuah hubungan antara
manusia yang sangat penting untuk mengatur kehidupan manusia. Menurut
pandangannya, di dalam diri manusia memang terdapat hasrat-hasrat yang
masing-masing merupakan kekuatan yang diperlukan untuk membentuk,
mengembangkan atau menguatkan, bahkan melemahkan masyarakat. Hasrat-

hasrat tersebut merupakan kekuatan sosial yang menjadikan masyarakat

' D. George Kowsoulas, On Government, A Comparative Introduction, (Delmant California:
Wadsworth publishing Company, Inc. 1968), hal. 12.



bergerak sehingga kepentingzn-kepentingan manusia dapat terpenuhi relalai
Péhggabutigan tanpenye Risiiatie

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa kekuasaan mencakup
dua aspek, kewenangan daan kemampuan. Dalam arti, kekuasaan adaleh
kewenangan untuk mengatur kehidepan masyarakat. Pengertian ini merujuk
pada pengertian politik sebagai aktivitas mengatur masyarakat seperti yarg
akan diuraikan. Di dalam pengertian tersebut terkandung unsur kewenangzn
membuat aturan-aturan hukum (kekuasaan legislatif), kewenangan
melaksanakan aturan-aturan (kekuasaan eksekutif)y dan kewenangan
menyelenggarakan peradilan untuk mempertahankan hukum (kekuasaan

yudikatif)."

Sifat-Sifat Kekuasaan

Berkaian dengan pengertian kekuasaan maka sangat penting
dijelaskan ‘sifa-~sifat Kekudsaan ‘untuk 'memahani ' eksiseensi pengorganisasian
megara, sifat-sifat yang dimaksud adalah keabsahan, pertanggungjawaban, dan
keragaman. Menurut Budiardjo, Keabsahan (Legitimasi) adalah keyakinan
anggota-anggota masyarakat bahwa kekuasaan yang ditujukan kepada mereka
itu adalah wajar dan patut dihormati berdasarkan persepsi bahwa

penyelenggaraan kekuasaan itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang

' Robert H. Salton, hal. 34.
12 Abd. Muin Salim, hal. 19



tedlah menjadi tradisi dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur
yang 'sah. it

Pada ssi lain keabsahan kekuasaan dapat pula dikaitkan dengan
penyelenggaraan dan pengawasan terhadap aktivitas politik. Hal ini
disebabkan karena tanpa keabsahan kekuasaan lembaga-lembaga struktural
(pemerintahan dan kemasyarakatan) tidak mempunyai daya yang mengikat
terhadap yang lain. Artinya aktivitas pemerintah yang tidak berdasarken
kekuasaan yang satu tidak berhak menuntut kepatuhan rakyat. Demikian juga
aktivitas lembzga kemasyarakatan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah
dapat diabaikan bahkan dituntut oleh pemerintah sebagai melanggar hukum.
Dari sini terlitat perlunya unsur pengawasan politik dan ini relevan dengan
sifat pertanggungjawaban politik.

Sifat pesrtanggungjawaban kekuasaan diungkapkan oleh Deliar Noer.
Dia menegaskan bahwa ‘Kekuasaan’ adalah amanah (kepercayaan). Karena
itu, untuk orar g-orang beragama, kekuasaan itu harus dipertanggungjawabkan
kepada Tuhan dan mereka-mereka yang berada di bawah kekuasaannya '*
Gagasan kekuasaan sebagai amanat mengandung makna bahwa kekuasaan xu
merupakan suatu obyek yang dilimpahkan kepada manusia dan karena u
pertanggungjawabannya melekat pula padanya. Artinya setiap orang yang

diberi kekuasan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan

" Robert A. Dahl hal. 60.
"* Lihat Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 46-47.
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tersebut, apakzh ia menyelenggarakan amanat tersebut sesuai deng
kehendak pemberi atmanat atat. tidax.

Sifat Ketiga, yakni keragaman, dapat dipahami dari adanya peringket
kekuasaan politik seperti yang dikemukakan olah Lasswell terdahulu dan
pelembagaan kekuasaan pemerintahan seperti yang dikemukakan oleh
Aristoteles. Sifat ini relevan dengan distribusi kekuasaan politik, baik secara
vertikal antara lembaga pemerintahan pusat dan daerah ataupun secara
horisontal ancara lembaga-lembaga pemerintahan pada tingkat pusat dan
tingkat daerah.” Dari sini setiap lembaga pemerintahan memiliki kekuasaan
yang dapat dilihat dari dua sisi, bagaimana hubungannya dengan lembaga
sejenis lainnye yang berada di atasnya atau di bawahnya dan bagaimana
hubungannya dengan lembaga lainnya pada peringkat yang sama. Karena icu
distribusi kekuaasaan politik di antara lembaga-lembaga pemerintahan yang
ada mewujudkan sebuah jeringan kekuasaan politik yang mencerminkan
bentuk negara dan pemerintahan.'® Dengan begitu dapat pula dikatakan
bahwa bentuk negara dan pemerintahan pada hakikatnya adalah perwujudan
dari kekuasaan politik itu sendiri, dan ini relevan dengan salah satu sub

masalah yang kendak dikaji.

15

Abd. Muin Salim, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an,(Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1995), hal. 19.

'® Tak ada diantara para pemikir dan para ilmuwan politik tentang penggunaan istilah “Bentuk
Negara” dan “Bentuk Pemerintahan”, juga mengenai konsep-konsep yang terkandung didalamnya.
Diskusi tentang perbedaan pendapat tersebut antara lain dalam F. [sywara, hal. 183-184.
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3. Fungsi Kekuasaan
ideéside “yang berkaitan dengan fungsifungsi kekuasaan“ politik "adalal
sebagai berikut:

a. Dalam teeri Teokratis, kekuasaan politik dimaksudkan untuk
menyelenggarakan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
untuk mewujudkan kebaikan dan keadilan sehingga manusia dapat
memperoleh kedamaian dzn keselamatan dunia akhirat."”

b. Dalam tecri Kekuatan dan juga teori Hobbes, kekuatan politk
dimaksudken untuk mencegah dan menekan sifat-sifat dan kegiatan-
kegiatan yang menyerang dari seseorang atau sebuah kelompok terhadap
hak-hak dan kepentingan individu, masyarakat atau negara. Dengen
demikian eksistensi masyzrakat dan negara dapat terpelihara.'®

c. Dalam teari perjanjian masyarakat, kecuali teori Hobbes, kekuasaan
politik dimmksudkan untuk memelihara dan menyelenggarakan ketertiban
umum sehingga setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya tanpa

9

khawatir ada serangan dan gangguan dari pihak lain' atau untuk

menyelenggarakan kehendak umum rakyat.*

"7 Misalnya, Agustinus mengemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh negara adalah
perdamaian dan keselamatan jiwa manusia. Karena itu negara harus berusaha mewujudkan kebaikan
dan keadilan. Ini hanya mungkin tercapai apabila dalam negara itu diajarkan agama yang benar dan
Jika agama itu dipertahankan oleh hukum dan kekuasaan, /bid., hal. 169-172.

'8 Lihat Ibn Khalcun, Kekuasaan Dan Negara (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal.
53.

" Lihat: /bid.. hal. 89-91, (Deliar Noer); /bid., hal. 447.

* Lihat J.J. Rousseau, hal. 73; /bid,, hal. 114.



Dibanding dengan teori-teori modern, fungsi-fungsi di atas dapat
dikatakidn® ‘niaSif 'sederhanal Namuh " begitu  fungsitfuhgsi© esebut " masilt

. 2 . . . 71
dipandang sebagai basis teori-teori modern.

4. Asas Pembagian Kekuasaan

Untuk dapat mengetahui sistem pembagian kekuasaan terlebih dahu u
harus diungkapkan sejarah tentang sistem tersebut. Agar diketahui secara jelas
semua hal yang berkaitan dengan pertimbangan baik dan buruk dari
pemberlakuan sistem tersebut, sehingga akan sangat membantu memahami
sebab-sebab pemberlakuannya.

Dalam sejarahnya, teori pembagian kekuasaan dibicarakan pertama
kali oleh John Lock. Dalam bukunya “Two Treatises An Civil Governmen*”
pada bab XII aengan judul “Of The Legislatif, Executif And Federative Power
Of The Common Wealth”, John Lock memisahkan kekuasaan negara dalam
tiga bidang yaite
a. Kekuasaan dalam bidang pembuatan undang-undang (legislatif)

b. Kekuasaan dalam bidang menjalankan atau melaksanakan undang-undang
(eksekutif)
c. Kekuasaar dalam bidang hubungan luar negeri, perjanjian atau

perserikaten dengan orang-orang lembaga atau negara-negara lzin

' Secbagai contoh, Charles E. Merriam, hal. 31. Merriam mengemukakan lima tujuan

pemerintahan: 1). Keamanan dari luar (external security), 2). Ketertiban dalam negeri (internal order).
3). Keadilan (justice), 4). Kesejahteraan umum (general walfare), dan 5). Kemerdekaan (freedom).



(federatif). Mengenai kekuasaan dalam bidang legislatif dan eksekutif

3€Ha-“ hitbu'igan" "aitara © keduanya:® Join® dlock Nmenyintpiikan " bahiwe
kekuasaan Igislatif dan eksekutif harus dipisahkan.™

Lima puluh tahun kemudian Montesquieu mengemukakan sebuah

teori tentang pemisahan kekuasaan yang menggemparkan dunia pada saat itu.

Walaupun teori yang diajukannya mirip dengan teori John Lock, namun

dalam perjalanan sejarahnya teori Montesquieu lebih terkenal. Ahli

ketatanegaraan berkebangsaan Perancis ini menyebutkan bahwa dalam setiap
pemerintahan t=rdapat tiga jenis kekuasaan yaitu:

a. Kekuasaan dalam bidang pembuztan undang-undang (legislatif).

b. Kekuasaan dalam bidang menjalankan atau melaksanakan undang-undang
(eksekutif).

c. Kekuasaan yang berwenang menjaga agar undang-undang itu dapat
dijalankan sebagaimana mestinya., yaitu dengan cara menimbang dan
mengadili terhadap tindakan-tindakan yang tidak sejalan (menyimpang
atau bertemtangan) dengan undang-undang atau terhadap tindakan yang
menghalang-halangi tercapainya tujuan-tujuan dan maksud-maksud dari
peraturan perundang-perndangzn (yudikatif).”

Dalam. teorinya ini Montesquieu membuat suatu sistem di mana

ketiga jenis <ekuasaan itu harus terpisah satu dengan yang lain. Beik

* Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hal. 2.
* Maschuri Maschab, Kekuasaan Fksekutif 'ndonesia (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal. 2.
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mengenai tugas (functie) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang
Alelakiiannya S8 Waldipan terddpat’ Kémiripan fantard weori I ol Lotke dalt
Montesquieu, namun ada perbedaan antara kedua teori tersebut yang menjadi
ciri khas tersendiri bagi keduanya.

Dalam teorinya, John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif dalam
kekuasaan eksekutif, inilah yang diubah oleh Montesquieu dalam teorinya.
Sebagai seorang hakim Momtesquieu benar-benar faham bahwa kekuasaan
eksekutif adalah kekuasaan yang berlainan dengan kekuasaan pengadilan
(yudikatif). Oleh karena itu Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan
(yud katif) itu sebagai kekuasaan yang harus berdiri sendiri. Selanjutnya
Montesquieu memasukkan kekuasaan federatif ke dalam kekuasaan
eksexutif.”> Sebuah keputusan yang tepat dengan pertimbangan untuk
menghindari benturan antara eksekutif dan lagi pula kekuasaan federatif sudah
sepantasnya ditangani oleh eksekutif.

Ajaran Montesquieu yang dikenal dengan nama Trias Politica adalah
ajaran yang menentang kekuasaan absolut. Dia berpendapat bahwa kekuasaan
negara itu harus dicegah berada dalam satu tangan karena hal tersebut akan
memimbulkan kekuasaan yang sewenang-wenang. Oleh sebab itu, menurut
Montesquieu kekuasaan negara harus dibagi-bagi dan dipisahkan satu sama

lain. Dengan demikian tidak ada campur tangan antara badan-badan itu dalam

2f Ismail Sunny, hal. 2.
= Ibid.



melaksanakan kekuasaannya masing-masing. Dalam sistem ketatanegaraan
yang  lazim” menjalankan “kekuesaan” legisidtii “adalan parfemen “ataut’ Dewa
Perwakilan Rakyat, sedangkan kekuasaan eksekutif ada pada presiden atau
kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan kekuasaan yudikatif
dipegang oleh badan-badan kehekiman.™

Satu keganjilan dari ajaran Montesquieu, menurut Ismail Suny, yang
termuat dalam bukunya yang berudul “L ‘Esprit des Lois” diterbitkan
Montesquieu di sekitar tahun 1732 itu, sedang mengembara meninggalkan
negerinya Perancis yang sedang menentang despotisme dari Raja Louis XIV.
Oleh karena itu, kalau ia menulis tentang negeri Inggris yang agak berlainan
dengan keadaan yang sebenarnya berlaku di Inggris, haruslah kita tinjau dari
latar belakang, bahwa ia ingin menggulingkan kekuasaan absolut yang pada
waktu itu berlaku di Perancis. Dan sebagai seorang pengarang Montesquieu
menggunakan penanya.”’

Untuk menguatkan opininya, Ismail Suny menelaah teori Montesquieu
dengan merujuk pada metode pembahasan Sir Ivor Jenings, dia adalah ahli
Konstitusi Inggris yang membantah pendapat Montesquieu lewat bukunya
“The Law and The Constitution” sehingga Ismail Suny berkesimpulan: Jadi
apa yang dibentangkan oleh Montesquieu itu, memang tidak pernah berlaku

dalam sistem pemerintahan Inggris yang parlementer. Apalagi di Inggris

* Muh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem
Undang-Undang Dasar 1943, hal. 31.
7 [smail Sunny, hal. 3.
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pengadilan tertinggi untuk orang Inggris, /fouse of Lords, adalah dari dahulu
sampal seKarang merupakan satu bagian“dari parlemen.” Dan Wwaiaupun Raja
sebagai eksekutif tidak mengontrol pengadilan, tetapi ia tetap merupakan
bagia1 yang penting dari kekuasaan legislatif*®

Salah satu ciri dari ajaran Montesquieu adalah terdapat mekanisme
Check and Balance yang mana di dalam hubungan antar lembaga dalam suatu
negara terdapat suasana saling mengontrol atau saling menguji, karena
masimg-maing lembaga tidak boleh melampaui batas kekuasaan yang sudah
ditentukan atau masing-masing lembaga tidak mau dicampuri kekuasaannya
sehingga antar lembaga itu terdapat suatu perimbangan kekuasaan.”

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam ajaran Trias Politica
Mon:esquieu terdapat dua buah prinsip yang khas yaitu:
a. Mencegah adanya konsentrasi kekuasaan di bawah satu tangan.
b. Prinsip check and balance untuk mencegah adanya campur tangan antar

lembaga dalam suatu negara.
Dengan cara seperti ini lembaga-lembaga pemerintahan saling

mengawasi sehingga penindasan terhadap rakyat dapat dihindari.*

* Ibid.
** Muh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, hal 42
* Lihat; /bid. hal. 100 (Deliar Noer)



ian Kekuasaan Menurut Hukum Islam

Untuk mengawali pembahasan ini hendaklah dipahami bahwa ada
perbedaan prinsipal tentang apakah pemerintahan pada zaman Rasul berbentuk
negara atau bukan. Bagi yang berpendapat pada dekade itu tidak ada bentuk
negara, pembahasan ini akan percuma. Karena pembahasan menyangkut
wewenang kepala negara. Oleh karena itu, untuk dapat menikmati pembahasan,
sebaiknya kita secara bersama-sama meninggalkan presepsi tersebut dan
meyakini akan adanya negara di zaman Rasul.

Sebagaimana proses pembahasan di awal bab, mekanisme pembahasan
masalah ini juga akan diawali dari asas pembagian kekuasaan. Dalam literatur
Islam capat disebut teori pembagian kekuasaan adalah pemikiran tentang

kekuasaan dari Abdul Qadir Audah.

1. Azas Pembagian Kekuasaan Menurut Islam
Menurut Abdul Qadir Audah, dalam agama Islam terdapat pembagian
kekuasaan ke dalam lima bidang, yaitu:
a. Sultah Tanfidziyah (Kekuasaan Penyelenggara Undang-Undang)
b. Sultah Tasyri’iyah (Kekuasan Pembuat Undang-Undang)
c. Sultah Qodloiyah (Kekuasaan Kehakiman)

d. Sultah Maliyah (Kekuasaan Keuangan)



e. Sultah Muragabah Wa  Tagwim  (Kekuasaan  Pengawasan

Masyara\'at)""

Kalau dilihat sekilas, teori ini hanya menjiplak Trias Politicanya
Mantesquieu, hanya saja ada dua tambahan poin tentang kekuasaan keuangan
(Sultah Maliyah) dan kekuasaan pengawasan masyarakat (Sultah Muragabah
Wa Taqwim). Untuk lebih jelasnya teori ini akan dibahas lebih rinci.”

a. Sultah Tanf'dziyah (Kekuasaan Penyelenggara Undang-Undang)

Dalam sistem pemerintahan Isiam, Khalifah adalah pemegang
keadilan pemimpin umat. Segala jenis kekuasaan berpuncak padanya dan
segala garis politik agama dan dunia bercabang dari jabatannya, karena itu
Khalifah merupakan kepala  pemerintahan  yang  bertugas
menyelenggarakan undang-undang untuk menegakkan Islam dan
mengurus agama dalam bingkai Islam.

Secara detail, kewenangan Khalifah sebagai Kepala Eksekutif
adalah sebagai berikut:

1) Mengangkat dan memecat para pejabat tinggi.
2) Membimbing dan mengawasi pekerjaan mereka.
3) Memimpin angkatan perang.

4) Mengumumkan perang.

5) Menandatangani perjanjian damai dan perjanjian lainnya.

238.

' A. Hasjimy, Di mana Letaknya Negara Islam (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), hal. 237-

% Ibi, hal. 238-265.



6) Menjalankan hukum pidana dan perdata.
7" Memintpin' jaiaah-dah hdji!
8) Membawa rakyat kearah kemakmuran dan membimbing mereka
dengan ajaran Islam yamg benar sesuai dengan Al Qur’an dan Hadis.
9) Memberi pengampunar umum.

Selamjutnya Abdul Qadir Audah, memberi ketentuan bahwa dalam
membawakan tugasnya sebagai Kepala Eksekutif, Khalifah boleh
membentuk badan-badan dan lembaga-lembaga negara serta mengangkat
pejabat yang memimpin iembaga tersebut sesuai dengan perkembangan
zaman dan situasi.

b. Sultah Tasyri’iyah (Kekuasaan Pembuat Undang-Undang)

Tampaknya Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa kekuasaan
pembuat undang-undang dibuat oleh Ulil Amri Dan Ahlu Ra’yi. Ulil Amri
disini adalan kumpulan dari umara’dan ulama’.

c. Sultah Qod oiyah (Kekuasaan Kehakiman)

Pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan
perkara-perkara pembantzhan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan,
mengambil hak dari orarg durjana dan mengembalikannya kepada yang
punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang
diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman

adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya
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keadilan serta bertujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan
hukum Kepaia negara.
Sultah Maliyah (Kekuasaar Keuangan )

Di calam suatu negara, tidak terkecuali negara Islam, diperlukan
s=buah lembaga independen yang menangani masalah keuangan.

Dermrikianlah, Islam telah membentuk lembaga keuangan dalam
negara Islam semenjak lahimya lembaga itu sendiri dan mempunyai
kekuasaan sendiri, terlepas dari pengaruh lembaga yang lain. Sebagaimana
Rasulullah telah mengkhususkan beberapa petugas dalam bidang
kehakiman dan tata usaha negara, kebijakan itu juga diikuti oleh beberapa
kebijakan yang lain seperti menetapkan beberapa petugas khusus untuk
mengumpulkan dan mengurus berbagai jenis sedekah dari para hartawan
diberbagai tempat, kemudian dibagi-bagi kepada fakir miskin setempat
dan sebaliknya harus dipindahkan kepada fakir miskin setempat dan
sebaliknya harus dipindahkan kedalam kas negara (Baitul Mal).

Setelah wilayah kekuasaan Islam mengalami perluasan, sejarah
turut pula mencatat perkembangan dalam hal pengorganisasian keuangan.
Dalam pada itu terdapat satu badan yang bernama “Sikkah”. Badan ini
bertugas mengawasi peredaran dan penggunaan keuangan negara. Kalau
melihat fungsinya badan in mirip dengan “Badan Pengawasan Keuangan

Negara”.
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e. Sultah Muraqabah Wa Tagqwim (Kekuasan Pengawasan Masyarakat)
Walaupun'“Sultah “'Muraqabah™ "Wa-" "Taqwiti - diartikan’ ' deiigan
kekuasaan pengawasan masyarakat (Social Control Power) akan tetapi
lembaga ini akan bertugas untuk mengawasi dan mengoreksi pemerintah

dan bila perlu meluruskan jalannya.

2. Hubungan Antara Lembaga Eksekutif dan Lembaga Yudikatif

Adalah hal yang paing penting untuk membeber hubungan antar
lenbaga eksekutif dan lembaga yudikatif dalam terminologi Islam. Bila dalam
sistem ketatanegaraan RI ditegaskan bahwa Kekuasaan Yudikatif (kehakiman)
adalah kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan Eksekutif. Islam
juga mengkonsepkan bagaimana seharusnya hubungan antara lembaga itu.
Satu masalah pokok yang sering diangkat dalam tema hubungan Eksekutif
dan Yudikatif ialah tentang kebebasan lembaga peradilan.

Kekuasaan” Eksekutit’ adalah’ kekuasaan®'ydng 'versumber  dari' “rakyat
sebeb kekuasaan adalah mil k umat atau rakyat dan dijelaskan secara nyata
oleh Khalifah dan para aparatnya. Sebagai wakil rakyat untuk melaksanakan
hukam-hukum syariat dalam <ehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sedangkan kekuasaan yudikatif hanyalah dipegang oleh Khalifah atau
oramg-orang yang mewakili Khalifah (Qodi al Qudrat) untuk menjalankan
kekuasaan tersebut. Jadi, Kkalifah yang mengangkat para Qodi (Hakim) dan

mengangkat orang yang diberi wewenang untuk mengangkat para Hakim. Tak
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ada seorangpun dari rakyat, baik secara individual maupun secara kolektif
yang'betliak ‘nicagangrat Hakim? Hak'Inf anydlah'dimihikroleh iehatifiied

Kekuasaan Eksekutif haruslah diberikan dengan batasan-batasan
Allah, diikat dengan undang-undang Allah dan Rasulnya. Undang-undang ini
yang mengatur sehingga lembaga eksekutif betul-betul mentaatinya dan tidak
condong pada satu jalan politik atau mengeluarkan suatu hukum yang dapat
dikategorikan sebagai maksiat pembangkangan terhadap konstitusi.**

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, para pejabat eksekutif bekerja
langsung di bewah komando Khalifah. Tetapi Khalifah tidak dapat dengan
mudah memberhentikan atau mempengaruhi keputusan-keputusan mereka,
dalam kapasitasnya sebagai eksekutif, seringkali Khalifah harus melakukan
pemoelaan di hadapan hakim sebagaimana layaknya rakyat biasa ketika ada
seseorang yang mengajukan dakwaan kepada Khalifah.*

Sedangxan lembaga Yudikatif, manurut Abul A’la Al Maududi
haruslah bersifat bebas dan terlepas dari segala campur tangan, tekanan
ataupun pengaruh, sehingga ia dapat membuat keputusan yang benar
walaupun keputusan itu mendiskreditkan penguasa ataupun rakyat asalkan
sesuai denagn konstitisi yang berlaku. Keputusan harus ditetapkan tanpa ras

takut.atau penyimpangan dari suatu keputusan harus benar dan adil tetapi

** Eggi Sudjana, HAM, Demokrasi, dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam, hal. 52-53.

3* Abul A’la Al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan; evaluasi kritis atas Sejarah Pemerintahan
Islam, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1990), hal. 73.

* Abul A’la Al-Maududi, Hukum dan Konstitusi, Sistem politik Islam, diterjemahkan Asep
Hikmat, hal. 250.



tanpa terpengarth oleh kecenderungan pribadi ataupun kecenderungan pihak
R

Mengenai hubungan antara lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif.
Bentuk penegasannya tidak terlampau sulit, misalnya cara mengatur
kedudukan pengadilan dan cara mengangkat para hakim. Hakim dapat
diangkat oleh kekuasaan eksexutif atau oleh kekuasaan legislatif, atau dapat
pula langsung dipilih rakyat, menurut cara yang umum dilakukan,
pengangkatan hakim itu dilakuxan oleh kekuasaan eksekutif.*’

Khalifal adalah yang mengangkat hakim, namun mereka tetap bebas
merdeka setela1 ia diangkat oleh Khalifah untuk duduk dalam jabatanya.
Hakim tetap berhak mengadili Khalifah seperti halnya rakyat biasa dan
mengadili mereka apabila ada gugatan.*®

Demikianlah penjelasan konkrit hubungan antara eksekutif dan
yudikatif, namun penjelasan panjang lebar di atas masih menyisakan satu
pernyataan penting dari Abul A’la Al Maududi dengan menyitir pendapat Abu
Hanafiah menegaskan bahwa demi malaksanakan keadilan dengan seksama,
maka lembaga pengadilan tidak saja harus memiliki kebebasan dari segala

tekanan dan ikut campur kekuasaan lembaga eksekutif saja, tapi hakim juga

* Abul A’la Al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan..., hal 74-75.
*7 Abdul Qadir Djaelani, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam, hal. 207-208.
* Abul A’la Al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan... ...., hal. 125.



36

harus diberi kexuasaan untuk menjatuhkan putusan oleh Khalifah bila ia

digﬂ@aﬁ@?ﬁq—l@k@ﬂwﬁ’.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
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% Ibid., hal. 326.
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PEMIKIRAN MONTESQUIEU DAN AL-MAUDUDI

TENTANG PEMBAGIAN KEKUASAAN

Pemikiran Montesquieu Tentang Pembagian Kekuasaan

1

Biografi dan Karya
Charles de Scandet de la Brede et de Montesquieu (1689-1755)

' Sebagai ahli hukum yang selama

dikenal sebagai filsuf-politik Perancis.
beberapa tahun bekerja sebagai hakim, filsuf, pengarang umum, dan penulis
masalah-masalah politik.” Lahir di Chateu la Breden dekat Bordeux, Perancis
pade bulan Januari. Ibunya, Marie Francoise de Penel adalah pewaris keluarga
Inggris, Gascon, kendati begitu, keadaan keluarganya tidak sangat makmur.
Dia justru merdapatkan gelar dan kekayaan dari pamannya, Jean Baptiste de
Secondat,“yang ‘merupakan Prendent 'a” Martier di pariemen Bordeux ‘yang
nantinya juga akan diwariskannya kepada Montesquieu.

Ibunya meninggal ketika ia berusia tujuh tahun. Pendidikannya ia lalui
di Juilly dekat Meaux dan kemudian ia bersekolah di Fakultas Hukum
Universitas Bordeaux (1705). Tiga tahun kemudian ia lulus dan langsung

menjadi pengacara. Ayahnya meninggal pada tahun 1713, setahun sebelum

dia d.terima sebagai penasehat Parlemen. Pada tahun 1715 ia menikah dengan

' B.N, Marbun, Kamus Politik (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 482.
* Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jakarta ; PT Cipta Adi Pustaka, 1990), hal 365.

37



38

seorang gadis Protestan, Jeane lLartique. Nampaknya mereka hidup rukun.
Kesibukannya ~memperdalam “bidang' fiukumn™ tiddk " 'michghalangi’ minatinya
memperdalam pengetahuan di bidang geologi, biologi dan fisika, sekaligus
mengurus usahanya yang berkaitan dengan statusnya sebagi tuan tanah.’

Pada tahun 1761 pamannya meninggal dan mewariskan kepadanya
namanya, kantor hukumnya dan yang terpenting adalah nasib baik. Jabatan
ini sama sekali bukan pekerjaan enteng. Dia memang bekerja dengan serius.
Tetapi dia mengakui bahwa dia tidak sepenuhnya mengerti semua aturan kuno
yang diterapkan dalam pengadilan. Yang jelas dia tidak bisa menikmati
hiduonya sebagai pejabat pengadilan. Selain itu, selama tinggal di Bordeoux
ia juga menyumbangkan beberapa naskah filsafat, politik, dan ilmu alam.

Kendati termasuk warga yang populer di dalam masyarakat,
Mortesquieu bukanlah seoreng yang murah hati, sebagai pemilik tanah ia
ama- ketat dalam mengumpulkan dan menagih hutang orang yang paling kecil
sekaii pun. Sementara ia sendiri lambat dalam membayar kembali uang yang
ia pinjam dari orang lain. Di Paris ia dikenal sebagai orang yang kikir, banyak
orang yang menjulukinya sebagai orang yang “tidak pernah makan di mejanya
sendiri” bahkan untuk pernikahan putrinya, Denise, Montesquieu amat

berlremat.

’ Montesquieu, Membatasi Kekuatan, Telaah Mengenai Jiwa Undang-undang, alih bahasa
oleh J.R Sunarya (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. ix.



Pada tahun pertama jabatannya sebagai pembesar pengadilan, ia
menyelésaikan ~ “karyanya“ Letters ~ Peérsones  -(Surat-Surat” Persia) ~yang
diteroitkan secara anonim di Amsterdam pada tahun 1721. Dalam karyanya
itu, lewat penyamaran dalam surat-surat yang ditulis oleh dua orang Persia
yang melancong ke Eropa, Montesquieu tanpa ampun menyindir kebodohan
dalan kesusastraan, gereja, sosial dan politik Perancis pada zamannya. Dua
musefir dari Persia itu, Usbek dan Rica, mengungkapkan kekerasan mereka
melihat adat kebiasaan Perancis yang aneh,misalnya dalam kebiasaan
memmotong rambut mereka dan mereka memakai rambut palsu, serta adat
kebiasaan lainnya dalam hal berpakaian yang justru berkebalikan dari adat
kebiasaan Persia.

Dengan menggunakan tokoh dari luar Perancis, Montesquieu dengan
leluasa bisa menyindir dan mengejek situasi masyarakat Perancis zamannya.
Lebin pedas lagi mereka memberikan komentar tentang kehidupan politik
Perancis, mereka menggambarkan Louis XIV sebagai “Tukang Sulap” yang
membuat orang-orang saling membunuh satu sama lain, bahkan ketika mereka
sebenarnya tidak punya sesuatu untuk dipertengkarkan. Banyak lagi hal-hal
lain yang jelas merupakan sindiran tajam terhadap kehidupan di Perancis.*

Montesquieu tidak percaya bahwa absurditas dan kebusukan dalam
masyarakat Perancis bisa dibereskan dengan tindakan pemerintah.

Pandangannya atas kodrat manusia memberi tekanan besar pada gairah

* [bid, h. 3.



manusia dan dia percaya bahwa rasa iri dan hasrat penguasaan antara lain
merupakan sumber utama“Despotisme. 14 Juga sudah’ beriinat pada struktur
dan basis psikologis penguasa absolut. Model yang ia ambil ialah Louis XIV
dan tahkan yang ia baca ialah tulisan-tulisan tentang negara-negara di Timur
Deka- dan Timur Jauh.

Sukses Letters Persones membuat Montesquieu diterima oleh
masyarakat Paris maupun masyarakat Perancis. Di sini ia hidup sebagai
bangsawan. Teman-temannya menolong dia masuk ke dalam Akademi
Perancis pada tahun 1728. Pada tahun itu juga ia menjual kantor President a
Mortier-nya, sebagian karena kebutuhan finansial dan sebagian karena dia
ingin tinggal di Paris. Akibatnya ia mempunyai kebebasan untuk bepergian.

Dari tahun 1728 sampai 1731 Montesquieu berkeliling Austria,
Jerman, Hongaria, Italia, Belaada, dan Inggris. Dua tahun tinggal di Inggris ia
membagi waktunya antara La Brede dan Paris. Ia menjadi cendekiawan
independen dan menulis dua karya besar: Considerations Sir Les Ocuses De
La Brandeus Des Romains Et De Leur Decardence (1734, Ulasan Tentang
Sebab-sebab Kejayaan dan Kemerosotan Romawi) dan De L ‘Espint Des Lois
(1748, Jiwa Undang-undang).’

Conciderations barang kali merupakan karya Montesquieu yang
paling kurang dikenal. Gaya penulisan karya ini sebenarnya baik, jernih dan

menyajikan analisis mengenai perubahan sejarah serta hakikat politik. Ia

> Ibid, h. 4 .
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tertarik pada sejarah kekaisaran Romawi karena tulisan-tulisan mengenainya
merupakan - dakwaah"'sejarah “paling fengkap ‘tentang ‘masyarakat®politik” yahg
tersedia baginya. Studinya tentang kekaisaran Romawi ini membawanya pada
konsep-konsep yang nantinya ia kembangkan dalam De L Esprit Des Lois.
Buku-buku hasil karyanya, De L’Esprit Des Lois (1748). Buku itu
menjadi salah satu karya besar dalam sejarah teori politik dan sejarah
perundangan juga dapat dianggap sebagai jalan tengah antara sistem
pemerintahan Inggris kala itu dan Utopi (gagasan ideal). Dalam buku itu
Montesquieu mengatakan bahwa negara ideal adalah Monarkhi Kostitusioanal
yang membedakan tiga fungsi negara (fungsi legislatif, eksekutif, dan
yudikatif), singkatnya pembagian kekuasaan (dalam pola apapun) dilandasi
pengertian bahwa kebebasan dalam suatu pluralisme dan keseimbangan di

antara kekuatan-kekuatan sosial.

. Pembagidn Kekuasaan Menurut Montésquieu

Dalam bab II, sudaa dijelaskan tentang sejarah teori pembagian
kektasaan yang terlebih dahulu dibicarakan pertama kali oleh John Locke.
Dan baru kemudian Montesquieu mengemukakan sebuah teori yang mirip
dengan teori Jahn Locke. Namun teori John Locke lebih terkenal.

Konsep dan pemikiran kekuasaan negara yang diperkenalkan oleh
Montesquieu (1689-1755) dalam bukunya De L’Esprit Des Lois (1748)

menyangkut pembagian kekuasaan sebagai berikut:



a Kekuasaan Legislatif (kekuasaan membuat Undang-undang).

b''"Kekuasadn Eksekutit (kekKuasaan melaksanakan Undang-uidang)

c. Kekuaszan Yudikatif (kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-
undang).

Menurui Montesquieu, berdasarkan kekuasaan pertama, penguasa dan
hakim memberitakan undang-undang yang bersifat sementara atau tetap, dan
mengubah atau menghapus undang-undang yang telah diberlakukan.
Sedangkan berdasarkan kekuasaan kedua, menurutnya, penguasa menyatakan
peramg atau damai, mengirimkan dan menerima duta, menjamin keamanan
umun serta menghalau musuh yang masuk, dan berdasarkan kekuasaan ketiga
ia menghukum para penjahat atau memutuskan perselisihan yang timbul di
antara orang perseorangan yang terakhir ini dinamakan kekuasaan yudikatif.

Dalam satu lembaga kehakiman, bila kekuasaan legislatif dan
eksekutif disalurkan pada orang yang sama tidak mungkin ada kebebasan,
karena bisa terjadi penangkapan-penangkapan, kecuali kalau raja yang sama
atau senat memberlakukan hukum sewenang-wenang serta menjalankan
seca-a lalim.°

Demikian pula, tidak ada kebebasan bilamana kekuasaan legislatif
tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Seandainya
kektasaan yudikatif digabungkan dengan kekuasaan legislatif, kehidupan dan

kebebasan warga negara akan berada dalam pengawasan sewenang-wenang,

© Ibid. hal. 44.



karena kalau demikian hakim sekaligus merupakan legislator atau pembuat
Fukui > “Jikd" Keékuasaan “kehakiman'"itl” “digabungkan® deligait' kekuiasaan” -
pelaksana hukum, hakim dapat saja bertindak dengan kekuasaan dan
penindasan.

Menurut Montesquieu, segala sesuatu akan berakhir seandainya orang
atau lembaga yang sama, meskipun bangsawan atau rakyat jelata.
Menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu kekuasaan untuk memberlakukan
hukum, menjalankan keputusan rakyat, dan mengadili perkara perseorangan.’

Sedangkan pada kekuasaan yudikatif tidak boleh diberikan kepada
sebuah senat tetap, melainkan harus dijalankan oleh orang-orang yang diambil
dari lembaga rakyat pada waktu-waktu tertentu dan menurut cara-cara yang
sesuai dengan hukum, untuk membangun suatu mahkamah untuk jangka
waktu tertentu.

Begitu juga dengan kekuasaan legislatif, kalau badan legislatif
membiarkan kekuasaan eksekutif mempunyai hak untuk memenjarakan para
warga negara yang bisa menjamin bahwa tindakan mereka itu baik, hilanglah
kebebasan, kecuali apabila mereka dihadapkan pada suatu sidang, supaya
dapat menjawab dengan segera tuduhan yang diarahkan kepada mereka bahwa
mereka telah berbuat kejahatan besar, dalam hal sama mereka betul-betul

bebas dan hanya tunduk kepada kekuasaan hukum.

7 Ibid hal. 45.
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Akan tetapi seandainya badan legislatif itu menganggap dirinya dalam
keadaan bahaya, oich-Karena 'persekongkoldn jahat terhadap negara, atau-oich
suatu hubungan dengan musuh asing, boleh saja lembaga ini memberikan
kuasa pada kekuasaan eksekutif, dalam jagka waktu singkat dan terbatas
untuk memenjarakan orang-orang tersangka, yang dalam hal itu akan
kehi angan kebebasan mereka hanya untuk sementara, untuk mempertahankan
kebebasan itu selama-lamanya.

Sedangkan badan perwakilan, menurut Montesquieu, tidaklah boleh
dipilin untuk lembaga eksekutif, karena tidak begitu cocok. Tetapi lembaga
perwakilan itu boleh dipilih untuk mengabsahkan undang-undang atau
mengawasi apakah hukum yangz berlaku dijalankan sebagaimana seharusnya.

Dalam sebuah negara, selalu saja ada orang-orang yang menjadi
terkenal karena kelahiran kekayaan atau kehormatan mereka. Mereka
membentuk suatu badan yang punya hak untuk memeriksa kejahatan akhlak
rakyat, sama seperti rakyat juga punya hak untuk melawan mereka apabila
mere<a berbuat melampaui batas. Oleh karena itu, menurut Montesquieu,
kekuasaan legislatif dipercayakan kepada badan bangsawan, dan kepada suatu
badan lain yang mewakili rakyat, yang masing-masing mengadakan
pertemuan dan pertimbangan sendiri, dan punya pandangan serta kepentingan

send_ri pula.®

8 Ibid. hal. 47.
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Dari ketiga kekuasaan tersebut di atas, kekuasaan kehakiman atau
yudikatif ‘sampat batas tertentu”hampit” tidak ~berarti apa-apa. “Maka Hanya
tersisa dua kekuasaan saja. Dan karena keduanya memerlukan suatu
kekuasaan pengatur untuk melunakkan keduanya, dan menurut Montesquieu
bagian badan legislatif yang terdiri dari kaum bangsawan sangatlah tepat
untuk maksud ini.

Sedangkan kekuasaan eksekutif menurut Montesquieu haruslah berada
di tangan raja, karena cabang pemerintahan ini yang perlu menyelesaikan
berbagai hal yang cepat, lebih baik bila diurus oleh satu orang daripada
banyak orang di lain pihak, apa pun yang tergantung kepada kekuasaan
legis!atif sering kali lebih baik diurus oleh orang banyak daripada satu orang
saja.

Akan tetapi seandainya tidak ada raja, dan kekuasaan eksekutif harus
dipe-cayakan kepada sejumlah orang tertentu yang diseleksi dari badan
legislatif maka kebebasan akan berakhir, karena kedua kekuasaan itu akan
disamkan, sebagaimana orang-orang yang sama juga kadang-kadang akan
memiliki, dan akan selalu mampu untuk memiliki bagian dalam kedua
kekuasaan itu.

Dan seandainya kekuasaan eksekutif tidak punya hak untuk
mengendalikan pelanggaran badan legislatif, badan ini akan bertindak lalim,

karena badan ini dapat saja merebut wewenang apa saja yang dikehendakinya
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bagi dirinya sendiri dan dengan segera hal ini akan menghancurkan
keKuasddn-kekuasaan lainfiya:

Akan tetapi, pada phak lain tidaklah pada tempatnya kekuasaan
legislatif punya hak untuk menahan gerak lembaga eksekutif karena
pelaksanaannya punya batas-batas alamiahnya., sia-sia saja membatasinya. Di
samping itu, kekuasaan eksekutif pada umumnya digunakan dalam pekerjaan
sementara karena kekuasaan itu tidak hanya menghentikan perundang-
undangan tetapi juga menghentikan lembaga eksekutif, yang dijalankan
dengan kejahatan tanpa batas.

Dan bila kekuasaan legislatif dalam negara bebas tidak punya hak
untuk menahan gerak kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif itu punya hak
dan seharusnya punya cara untuk memeriksa dengan cara-cara mana hukum
telah dilaksanakan.

Kemudian kekuasaan eksekutif, menurut apa yang telah dijelaskan,
harus memiliki bagian dalam perundang-undangan dengan kekuasaan untuk
menolak, jika tidak hak perogatif kekuasaan eksekutif itu akan dicabut. Tetapi
seandainya kekuasaan legislatif merampas peran eksekutif, kekuasaan
eksexutif terakhir ini akan sama-sama terlepas.

Dan yang kemudian cibahas adalah undang-undang dasar pemerintah.
Badan legislati- terdiri dari dua bagian. Mereka saling mengawasi dengan hak
istimewa untuk menolak. Keduanya dikendalikan oleh kekuasaan eksekutif

sama seperti kekuasaan eksekutif dikendalikan oleh kekuasaan legislatif.
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Ketiga kekuasaan ini pada hakikatnya seharusnya membentuk keadaan
diaimt'' atau'“tanpa ' gerak; “tetap “Karend 'perlu'‘ada’ gerakan “setama’ 'ada "urusari
mant.sia, ketiganya dipaksa bergerak, tetapi masih dalam keserasian langkah.

Konsep Montesquieu dengan trias politikanya sudah sedemikian
terang benderangnya, bahwa antara elemen penyelenggara negara memiliki
fungsi check and balance, tidak bisa hanya satu lembaga saja yang menonjol
misainya legislatif untuk sekedar menonjol saja sudah tidak boleh, apalagi

untuk melakukan intervensi antar lembaga.

B. Pemikiran Abu Al-A’La al-Maududi Tentang Pembagian Kekuasaan
1. Biografi dan Karya

Maulana Sayyid Abu al-A’la al-Maududi itulah nama lengkapnya,
dilatirkan pada tanggal 3 Rajab 1321 H / 25 September 1903 M di
Aurangabad, suatu kota terkenal di kesultanan Hyderabad (Deccan), sekarang
il "Aridra“Prades' di ‘Indial“1a dilahirkaim dart keludrga “terfiormat. ' dan’ nenek
moyangnya dari segi ayah keturunan Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya
ia memakai rama “Sayyid”. Keluarganya mempunyai tradisi yang lama
sebagai pemimpin agama, karena banyak dari nenek moyang Maududi adalah
Syekh-syekh terekat sufi yang terkenal. Salah seorang dari syekh-syekh yang
terkena itu adalah syekh yang dari namanya itu Abul A’la mengambil nama
keluarga, yaitu Khawajah Qudbuddin Maudud (meninggal dunia 537 H)

seorang syekh terkenal dari tarekat Chisthi. Nenek moyang Maududi pinda ke
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anak benua India dari Chisthi pada akhir abad ke 9 H atau abad ke 15 M.
orang’ pertame yagigltibasdiranakl benudnindia e 'adalah orangCyaig hamanya
sama dengan Abul A’la yaitu Abul A’la al Maududi (meninggal pada tahun
635H).”

Ayah al Maududi bernema Ahmad Hasan, yang lahir pada tahun 844,
Ayah Maududi adalah seorang aali figih yang sangat taat pada ajaran-ajaran
Islam, al Maudwudi adalah anak terkecil dari tiga saudaranya. Pendidikan awal
belia. diperoleh dari ayahnya sendiri di rumah, kemudian beliau masuk
sekolah ~meneagah Madrasat Fauqaniyah, suatu madrasah yang
menggabungkan pendidikan Barat Modern dengan pendidikan Islam
tradisional. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya dengan sukses,
Maucudi memasuki perguruan tinggai Darul Ulum di Hijdrabad,namun beliau
tidak dapat menyelesaikan pendidikan formalnya dikarenakan ayahnya sakit
dan kemudian meninggal dunia.Setelah itu beliau meneruskan pendidikannya
di luar lembaga-lembaga pendidikan reguler sehingga pada permulaan tahun
1920-an Abul A’la Al Maududi telah menguasai bahasa Arab, Persia dan
Inggris di samping bahasa ibunya yaitu bahasa Urdu. Sebagian besar apa yang
belian pelajari itu diperoleh dengan belajar sendiri, dengan demikian
intelektual Maududi sebagian besar adalah hasil dari usaha sendiri dan

dorongan yang diterima dari guru-gurunya yang cakap.

hal. 238.

® Mukti Ali, H.A, Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan (Bandung: Mizan, 1993),
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Aktivitas al Maududi setelah berhenti dari formalnya beliau membelok
kepada? ffrttabisine - dengan- 'tufuan Preleart- Aaticale - Dai - dfulall kdeir Mawdudi
menanjak dimulai tahun 1918 beliau telah menulis artikel-artikel untuk surat
kabar Urdu yang terkemuka dan pada tahun 1920, pada usia 17 tahun, ia telah
diangkat menjadi editor surat kabar “Taj” yang diterbitkan dari JabalPore,
suatu kota di propinsi yang sekarang ini dinamakan Madja Pradesh India.
Pada akhir 1920 Maududi datang ke Delhi dan pertama-tama memegang
pimpinan surat kabar “Muslim”(1921-1923)-dan kemudian“Al Jamiat “(1925-
1928),dua sura: kabar yang diterbitkan oleh Jamiyah Ulama-i-Hin, suatu
organisasi ulanm’-ulama’ muslim. Al Jamiyah menjadi surat kabar terkemuka
di bawah pimpinannya.

Sekitar tahun 1920-an, ia,Maududi mulai mengambil perhatian dalam
kegiatan politik,namun hal itu tidak berlangsung lama, dikarenakan beliau
tidak setuju dengan idenya, sehingga Maududi semakin memusatkan dirinya
pada kegiatan-kegiatan aktual dan jurnalistik.Pada tahun 1928 Maududi
pindah ke Hiderabad dan meninggalkan Al Jamiyat.

Pada tahun 1933 Maududi memegang pimpinan majalah bulanan
Tarjuman  Al-Qur’an.Sejak itu majalah tersebut merupakan media
penyampaian pikiran-pikirannya serta merupakan sarana penyalur gagasan-
gagasannya,khususnya tentang masalah-masalah  pertentangan antara
pandangan hidup Islam dan pandangan Barat Modern.Pada dasa warsa 1930-

an mulai menulis tentang masalah politik dan budaya yang dihadapi oleh umat



Islam India, dan berusaha untuk melihatnya dari perspektif Islam leb h
daripada “ sekedar Kepentingarn-kepentingan — politik ““dan - ekonomi™ yang
sementara. Beliau tidak ada henti-hentinya mengkritik ideologi-ideologi yang
mulai mempengaruhi pikiran-pikiran dan jiwa umat Islam, dan berusaha untuk
menunjukkan kekosongan ideologi-ideologi itu." |

Dengar adanya tulisan-tulisan Maududi tersebut, maka Muhammad
Igbal yaitu secrang pemikir Islam yang namanya sudah terkenal pada saat itu,
mengajak Mawdudi untuk bekerja sama dengannya untuk mendirikan suatu
pusat riset yang dinamakan Dar Al Islam, Tujuannya adalah mendidik sarjama-
sarjana Islam agar mereka dapat berkarya secara positif dalam berkhidmat
kepada Islam.Pada awal 1940-an Maududi mendirikan suatu gerakan Islam
yang dipimpinaya sendiri yang diberi nama Jamaati Islami.

Ketika Pakistan berdiri pada tahun 1947 Maududi segera pindah ke
Pakistan dan mulai memusatkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk ikut
mendirikan negara Islam yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam.
Gagasan-gagasan Maududi seringkali mengkritik dan melawan kebijaksanaan
pemerintah Pzkistan. Dengan begitu penjara bagi Maududi bukanlah tempat
tinggal yang asing lagi. Pada tahun 1953 Maududi dijatuhi hukuman mati,
karena tuduhzn subversif, namun Maududi bukannya meminta naik banding
dan memohon ampunan penguasa waktu itu. Keteguhan Maududi ini justri

menggoncangkan pemerintah dan di bawah tekanan-tekanan dari dalam car

' Ibid, hal. 240.



lLar negeri, pemerintah Pakistan mengubah hukuman mati menjadi 'hukuma;;
deumurhidlp ©Al-Maddidi watat-Yada tanggat' 23 ‘Septembei' 1979 di“salah
satu rumah sakit di New York Amerixa Serikat.'

Hasil karya al Maududi banyak sekali. Beliau telah menulis lebih dari
120 buku dan pamflet dan telah memberikan ribu'an statement di surat-surat
kabar. Buku penting yang pernah ditulisnya berjudul “A! jihad fil Islam”™ dan
beliau juga menulis buku tentang kenegaraan Islam, di antaranya sistem
politik Islam, <hilafah dan kerajaan, pemerintah Islam, juga sejumlah artikel
yang pada tahun 1927 diterbitkan dalam satu buku dengan judul “Perang
dalam Islam” dan masih banyak lagi. Al Maududi juga menulis buku tentang
biografi Nabi Muhammad SAW dua jilid pertama yang meliputi periode
Madinah. Karya terbesarnya yaitu “Tafsir Al-Qur’an” dalam bahasa Urdu
yaitu berjudul “Tathim Al-Qur’an” yang memerlukan 30 tahun untuk
menyelesaikannya, ciri utama dari buku ini adalah cara menyampaikan arti
dan pesan al-Qur’an dengan masalah-masalah yang mereka hadapi setiap hari
baik sebagai individu maupan dalam masyarakat."> Karya-karya al Maududi
telah banyak diterjemahkan xe dalam bahasa Arab, Inggris, Perancis, Jerman,

Turki, Persi, Bengali dan lain-lainnya termasuk bahasa Indonesia.

" Abul A’la Al-Maududi, Hukum Dan Konstitusi, Sistem Politik Islam, diterjemahkan Asep
Hikmat (Bandung: Mizan, 1990), hal 10.

"> Munawir Sjadzali, /slam dan Tata Negara (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), hal. 158.

" Mukti Ali, hal. 242.



2. Pemnikiran Al Maududi Tentang Pembagian Kekuasaan

Menurut “al” Madudadi-kKekuasaan “riegdra ‘dilakukar ‘oieh tiga leribaga
negara yaitu badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

Kekuasaan legislatif sendiri merupakan lembaga yang berdasarkan
terminologi figh disebut sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa (ahl al
hall wa al-’Agd) Menurut Maududi, dari perintah-perintah yang berdasarkan
Al-Qur’an bahwa lembaga legislatif dalam negara Islam sama sekali tidak
berhak membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan tuntunan-
tuntunan Tuhan dan Rasul-Nya dan semua cabang legislatif meskipun telah
d.sahkan oleh lembaga legislatif harus secara Ipso Facto dianggap Ultra Vires
dari Undang-Undang Dasar."*

Fungsi lembaga legislatif, menurut Maududi, dalam negara Islam
dilakukan :

a) Jika ada atau terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Allah dan
Rasululah Saw, meskipun legislatif tidak dapat mengubah atau
menggantikannya, maka hanya legislatiflah yang akan kompeten untuk
menegakkennya dalam susunan dan bentuk pasal demi pasal,
menggunakan definisi-definisi yang relevan serta rincian-rinciannya, serta
menciptakan peraturan-peraturan dan undang-undang untuk

mengundangkannya.

" Abul A’la Al Maududi, Khilafuh dan Kerajaan: Evaluasi kritis atas Sejarah Pemerintahar
isam, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, hal. 71.



b)

d)

()]
(O8]

Jika pedoman-pedoman Al-Quran dan As Sunnah mempunyai
kemtingkinan- interpretasi lebih 'dari “satu, miakalegisiatiflah” yang- bernak
memutuskan penafsiran mana yang harus ditempatkan dalam Kkitat
Undang-Undang Dasar. Untuk tujuan perundang-undangan suatu lembage
legislatif harus memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa mengenai
penafsiran mana yang harus dipilihnya sebagai hukum. Untuk itu lembaga
legislatif ini harus beranggotakan kumpulan orang-orang terpelajar yang
memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menafsirkan perintah-perintah
al-Qur’an dan yang dalam memberikan berbagai keputusan tidak akan
melupakan diri dari jiwa atau isi syari’ah."

Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam Al-Qur’an dan As Sunnah, maka
lambang legislatif mencari hukum-hukum dalam bidang yang sama yang
terdapat dalam kitab-kitab fiqih dan bertugas untuk menganut salah satu
diantaranya dengan maksud mengikuti salah satu ijtihad dari mujtahid
kemudian untuk menegakkan hukum-hukum Islam,serta dapat
merumuskan hukum tanpa batasan sepanjang tidak bertentangan dengan
jiwa dan semangat syari’ah, prinsip yang menyatakan bahwa apapun yang
tidak diharamkan itu halal hukumnya.

Kemudian fungsi lembaga eksekutif adalah untuk menegakkan pedoman-
pedoman Tuhan yang disampaikan melalui Al-Qur’an dan As Sunnah

serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut

"> Abul A’la Al Maududi, Sistem Politik Islam, hal. 245.
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pedoman-pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-
hari.

Kekuasaan badan-badan eksekutif haruslah dibatasi dengan batasan-
batasan Allah, dibatasi dengan undang-undang Allah dan Rasul-Nya dan
apabila keluar dari lingkungan ini, maka ia kehilangan haknya untuk
menuntut ketaatan rakyat kepadanya. Lembaga Eksekutif dalam hal ini yang
menjalankan adalah seorang khilafah yang disebutkan dalam Al-Quran ialah
bahwa segala sesuatu di atas bumi ini,berupa daya dan kemampuan yang
diperoleh seoreng manusia dalam kedudukan sedemikian sehingga ia dapat
menggunakan pemberian-pemberian dan karunia-karunia yang dilimpahkan
kepadanya di dunia ini sesuai dengan keridhoan-Nya.berdasarkan hal ini,
maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik dirinya sendiritetapi ia

hanyalah khalifah atau wakil Sang Pemilik yang sebenarnya.

o e e e e e
(\” TP ojn,:,‘\) A.a,i>- g_?a_)\"” (2 ._J&L’.- ‘.,;J\ &5)&».” \f,l.._v_, J‘.A.\‘}

Artinya:  “Ingatlah, ketika tuhanmu berfirman pada Malaikat:
“sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalifah di muka

bumi”._.. (QS. Al-Baqgarah: 30)
(1o iz A IV EA ,‘Q S o g
Artinya “Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menunjukkan

bagimu apa yang ada di bumi....”. (QS. Al-Hajj: 65)



h
n

Setiap uvmat yang dikaruniai bagian kekuasaan disuatu tempat di atas
buhi if, pada“haxkikatnya adalak' Khalitan"Allah "didalamnya; namuan Kivilafals
ini tidak menjadi khilafah yang benar selama tidak mengikuti hukum Sang
Pemilik yang sebenarnya. Adapun sistem pemerintahan yang memalingken
diri dari Allah. lalu menjadi sistem yang terlepas bebas, memerintah dengen
dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, maka itu dikatakan khilafah, tapi itu

adalah pembenrontakan atau kudeta melawan Sang Penguasa yang hakiki.

o s x;y’. e 4.1:3 g u@y‘ 3 wy, iz Lg.'J\ A

(Y4 1 bl \)wa;is’,af ;J,\_{Jmﬂjww(&}” e

Artinya: “Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka
bumi, maka barang siapa yang kafir, akibat kekafirannya akan
menimpa dirinya sendiri, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu
tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhan
mereka, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah

akan menambah kerugian bagi mereka belaka”. (OS. Fa-Tir: 39)

Lebih jauh badan eksekutif ini haruslah dibentuk dengan jalan
permusyawaratan yakni pemilihan dan bentuk pelaksanaannya ditetapkan
sendiri oleh manusia dalam zaman yang berbeda-beda sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi lingkungan mereka.'®

Sedangkan pada lembaga yudikatif haruslah berifat bebas dan lepas

dari segala campur tangan.tekanan atau pengaruh,sehingga ia dapat membuat

keputusan baik melawan rakyat atau penguasa,sesuai dengan konstitusi tanpa

'“ Abul A’la Al Maududi, Khilafah dan Kerajaan, ... ...hal. 73.
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merasa takut atau penyimpangan.Dan yang menjadi kewajibannya adalah
antuk menuturkah “petkara-perkéra” dengait hag® dan’ adil® tanpa® ierpengatuli
oleh kecenderungannya sendiri ataupun kecenderungan-kecenderungan orang
lain.

Setelah ini harus ditekankan bahwa pengadilan-pengadilan hukum
dalam suatu negara Islam ditegakkan untuk menegakkan hukum Illahi dan
hukum untuk melanggamya sebagaimana yang dilakukan dewasa ini dan
hampir semua negara muslim.

Bentuk hubungan antar lembaga sendiri, legislatif, eksekutif dan
yudikatif didalam negara Islam, dalam hal ini tidak terdapat perintah-perintah
yang jelas, dibawah kepala negara, ketiga lembaga tinggi negara ini berfungsi
secara terpisah serta mandiri satu sama lainnya. lembaga yang disebut 4Al al
Hall wa Al ‘Aqd yang bertugas untuk memberi nasehat kepada kepala negara
mengenai masalah-masalah hukum pemerintahan dan kebijaksanaan negara
merupakan kesatuan yang terpisah. Kemudian ada pejabat-pejabat eksekutif
yang tidak mengurus masalah-masalah yudisial yang diurus secara terpisah
dan mandiri oleh para hakim (Qadhi)."”

Dalam semua masalah penting negara, seperti perumusan
kebijaksanaan atau pemberian peraturan-peraturan dalam berbagai masalah

pemerintahan atau hukum, khalifah mau tidak mau harus berkonsultasi

7 Abul A’la Al Maududi, Sistem Politik Islam, ... ... hal. 249.



dengan Akl al Iall wa Al ‘Aqd dan segera setelah tercapai kesepakatan yang
diisyaratkan, maka iembaga iri tubar."™

Pada pejabat eksekuti~ bekerja langsung dibawah khalifah,tetapi
khal-fah tidak dapat begitu saja memberhentikan dan mempengaruhi
keputusan-keputusan mereka,sedemikian rupa sehingga seandainya dengan
kapasitas pribadi atau kapasitasnya sebagai kepala eksekutif seseorang
mengajukan dakwaan kepada khalifah maka sang khalifah harus hadir dan
melakukan pembelaan dilmdapan qadhi sebagaimana layaknya orang

kebanyakan.

'® Ibid, hal. 250.



BAB IV
PERBANDINGAN PEMIKIRAN MONTESQUIEU

DAN AL MAUDUDI

A. Pembagian Kekuasaan

Setelah Montequieu mengembara ke berbagai negara untuk menyelidiki
sistem-sistem ketatanegaraan, antara lain di Inggris, ia berpendapat bahwa di
Irggris telah dilaksanakan suatu sistem pemerintahan di mana dapat dihindarkan
pemusatan lebih daripada satu kekuasaan di dalam satu organ. Oleh karena itu
Montescuieu lalu berpendapat haruslah juga dicari suatu sistem pemerintahan di
mana masing-masing organ itu satu sama lain terpisah. Inilah yang kemudian
menjadi pokok daripada apa yang dikemukakan oleh Montesquieu di dalam
mengajukan salah satu ajarannya yang terkenal dengan sebutan Trias Politika.'

Di dalam teorinya atau ajarannya ini, 1a membedakan adanya tiga jenis
kekuasaan negara yaitu:
1. Kekuasaan yang bersifat mengatur, atau menentukan peraturan.
2. Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan tersebut.
3. Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut
Ketiga jenis kekuasaan ini haruslah didistribusikan kepada beberapa organ,

dengan maksud bahwa satu organ itu hanya memegang satu kekuasaan saja, yaitu:

' Soehino, //mu Negara (Yogyakarta: Liberty, 1996), hal. 239.
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I. Kekuasaan perundang-undangan diserahkan kepada badan legislatif

o

Kekuasaan pelaksanaan disera‘tkan kepada badareeksekutif
3. Kekuasaan pengawasan diserahkan kepada badan yudikatif

Sedangkan di Pakistan wmelalui tokoh pemikir Islam Abul A’la Al
Maududi, dia ikut menyumbangkan pemikirannya dalam menata sistem politik
negara Islam yang baru berdiri. Sama dengan pemikiran Montesquieu tentang
pembagin kekuasaan negara dilakukan oleh tiga lembaga Badan Legislatif,
Exsekutif, dan Yudikatif. Legislatif sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa
atau Ahl Al Hall Wa Al ‘Aqd, merupakan lembaga yang dalam perintah-perintah
berdasarkan Al-Qur’an sama sekali tidak berhak membuat perundang-undangan
yang bertentangan dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasul-Nya dan semua
cabang lzgislatif.*

Konsep Ahl Al Hall Wa Al ‘Aqd Al Maududi ini diajukan dalam bentuk
kekhalifahan kolektif. Ada kecenderungan yang menunjukkan bahwa Ahl Al Hall
Wa Al ‘Aqd yang diinginkan Al Maududi merupakan gabungan antara apa yang
dilaksnakan Umar dan konsep Dewan Perwakilan Rakyat yang dikenal pada abad
modern ini.

Berbeda dengan pendzpat Montesquieu, bahwa lembaga Legislatif
merupakan penguasa dan hakim yang memberitahukan Undang-undang yang

bersifat sementara atau tetap, can mengubah atau menghapus Undang-undang

* Abul A’la Al Maududi, Khilafah dan Kerajaan, Diterjemahkan Oleh Muhammad Albakir,
1al. 73.
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yvang telah diberlakukan. Sedangkan kekuasaan eksekutif menurut Montesquieu
haraslah’ bérada’ di tangdn™ Kaja,” karena “Cabang ‘pemermitahan im yang “periu
menyelesaikan berbagai hal yang tetap, lebih baik bila diurus oleh satu orang
daripada banyak orang di lain pihak. Dan menurut kekuasaan ketiga yaitu
Yudikat®, ia menghukum para penjahat atau memutuskan perselisihan yang
timbul diantara orang perseorangan, pada kekuasaan yudikatif ini tidak boleh
d berikan kepada sebuah senat tetap, melainkan harus dijalankan oleh orang-
orang yang diambil dari lembaga rakyat pada waktu-waktu tertentu dan menurut
cara-cara yang sesuai dengan hukum, untuk membangun suatu mahkamah dalam
jengka waktu tertentu.’

Al Maududi sendiri menyatakan bahwa kata-kata Ulul Amri dan Umara
digunakan masing-masing di da.am al Qur’an dan al Hadits untuk menyatakan
lembage eksekutif. Fungsi lembaga ini menurut al Maududi adalah untuk
melaksanakan dan menegakkam pedoman-pedoman Allah yang disampaikan
melalui al Qur'an dan as Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar
mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini untuk dijalankan dalam
kehidupan mereka sehari-hari. Dengan arti lain lembaga eksekutif ini
relaksanakan kekuasaannya yang ditentukan oleh perundang-undangan yang

t=lah disepakati Majelis Syura’.

’ Montesquieu, Membatasi Kekuasaan, Telaah Mengenai Jiwa Undang-undang, Ali Bahasa
Oleh J.R. Sunarya (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 44.
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Badan yudikatif atau lembaga peradilan dalam terminologi hukum Islam
dikénal “sebagai “qadha. "Flingsi ' infi' fmicntirat- dl ' Matidudi "melaksdnakan Hukdim*
htkum Allah atas hamba-hamba-Nya, bukan mewakili atas nama kepala negara,

tezapi mewakili atau atas nama Allah berdasarkan firman Allah dalam al Qur’an

oy @ 2 % 2.
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“......Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah...” (QS. Al An’am: 57)
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“ ...Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan
jenganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran
yang telah datang kepadamu”. (OS. Al Maidah: 48)

Sedangkan bentuk antar lembaga negara di dalam negara Islam sendiri
menurut Maududi dtidak (terdapatd pegititah-perintahdi@ng jelas; hahya berdasarkafs
konvensi-konvensi di masa Rastlullah dan empat khalifah yang memberi cukup
pedoman yang mana kepala negara Islam merupakan pimpinan tertinggi negara
yang bertanggung jawab kepada Allah dan kepada rakyat, juga merangkap
sebagai kepala badan eksekutif atau pemerintah.’

Al Maududi menyatakan bahwa negara dalam melaksanakan tugasnya

Farus selalu berkonsultasi dengan majelis syuro yang mendapat kepercayaan dari

* Abul A’la al Maududi, Khilafah dan Kerajaan..., hal. 80.
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umat Islam atau lembaga legislatif. Baik mengenai masalah hukum, pemerintahan
dan ‘kebijaksanaan negara kétiga lembaga negara bertungsi Secara terpisah Seita
mandiri satu sama lainnya. Dan pa-a pejabat eksekutif bekerja langsung di bawah
kepala negara. Tetapi kepala negara tidak dapat begitu saja memberhentikan atau
mempengaruhi  keputusan-keputusan  mereka. Para  pejabat  eksekutif
melaksanakan tugasnya berdasarkan perundang-undangan yang telah disepakati
oleh Majelis Syura. Badan eksekutif dibentuk oleh umat Islam dan merekalah
yamg berhak untuk memecatnya dari jabatannya.

Sistem musyawarah, menurut al Maududi, wajib dilaksanakan dalam
mengambil suatu keputusan yamg dilandasai oleh semua lembaga negara

be-dasarkan firman Allah:

B QP 21 e - 15Tl A zefs [ T-
s Y5558 age BEH AT skl 55

..... Dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertakwalah
kepada Allah..” > (OS. Ali Imran: 159)

Menurut Maududi, kepala negara tidak harus mengikuti pendapat yang
didukung oleh kelompok kecil dalam majelis atau bahkan tidak menghiraukan
sama sekali pendapat-pendapat majelis, baik mayoritas maupun minoritas. Tetapi

rakyat tetap wajib mengawasi dengan jeli kebijaksanaan kepala negara, dan kalau

* Depag RI, Al Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Gema Risalah, 1989).
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ternyata dalam memerintah dia lebih mementingkan hawa nafsunya maka mereka
berhak memecdinya:

Demikian juga anggota majelis syura tidak dibenarkan terbagi dalam
kelompok atau partai masing-masing anggota majelis harus mengemukakan
pendapainya yang benar sebagai perorangan, Islam melarang anggota majelis
terbagi dalam partai-partai karena hal tersebut tidak didapati perintah yang jelas
serta tidak ditemukan konvensi-konvensi di masa Rasululah dan empat khalifah.
Dengan demikian partai dalam majelis ada satu yaitu partai pemerintahan.

Badan yudikatif atau lembaga peradilan itu sepenuhnya berada di luar
lembage eksekutif. Dalam ruang pengadilan kedudukan kepala negara adalah
sama tinggi dengan orang kebanyakan. Dan tidak dapat dibenarkan pemberian
dispensasi kepada seseorang untuk tidak hadir pada sidang pengadilan hanya
karena kedudukannya pejabat exsekutif atau kepala eksekutif atau juga pejabat
tinggi lainnya dalam pemerintahan.®

Sedangkan dalam sistem badan pemerintahan Montesquieu berpendapat
bahwa padan-badan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan.
Antara kekuasaan badan eksekucif dan kekuasaan badan perwakilan ada pemisah
yang penuh. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh seorang presiden yang dipilih
o e¢h rakyat. Presiden inilah yang menyelenggarakan pemerintahan dalam arti

vang sebenarnya. Di dalam menjalankan kekuasaanya presiden ini dibantu oleh

® Abul A’la Al Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, diterjemahkan Asep
Hiknmat, hal. 130.
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manteri-menteri yang merupakan pembantu-pembantu presiden. Oleh karena itu
menteri-merneri' k' haris’ “bertanggung  “jawab” tkepada” badan®' perwakilan:
Kekuasaan badan perwakilan tugasnya ialah dalam bidang legislatif. Badan
perwakilan dengan suara mayoritas tidak dapat menjatuhkan baik presiden
mmupun menteri-menterinya karena ketidakpercayaannya. Presiden adalah benar-
benar kepala pemerintahan.’

Jadi benar-benar ada pemisahan kekuasaan perundang-undangan dan
kekuasaan pemerintahan. Apabila ternyata di kemudian ada perselisihan antara
badan eksekutif dan badan legislatif maka badan yudikatif yang akan
memutuskannya.

Dan dalam ajaran trias politikanya Montesquieu sebenarnya tidaklah
bermaksud bahwa antara organ yang satu dengan organ yang lainnya itu tidak ada
hubungennya sama sekali. Karena maksud utama dari Montesquieu adalah untuk
mencegah jangan sampai terjadi bahwa suatu organ yang telah memegang suatu
jenis kekuasaan itu memegang pula kekuasaan lainnya. Dengan penafsiran
demikian Montesquieu kiranya tidak menolak bahwa suatu organ itu dapat
mengawasi organ lainnya dalam melaksanakan tugas kekuasaannya. Sistem ini
dipergunakan pertama-tama di Amerika Serikat yang kemudian ditiru di beberapa
negara, pada umumnya negara-negara di benua Amerika.

Ajaran trias Politika inilah yang memisahkan sama sekali adanya tiga

kekuasaan negara. Ketiga kekuasaan itu masing-masing harus dipisahkan, dan

7 - . » =
[smail Sunny, Pembagian Kekuasaan Negara, hal. 3.
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diserahkan kepada badan-badan yang berbeda yang tidak boleh saling pengaruh
merpengarulii; 'sebab'orang’ taktit“jika’ ada” pengumpulan''kekuasaan: "artinya jika
satu badan mempunyai dua atau lebih kekuasaan, dapat menimbulkan
kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh badan tadi. Karena itu harus
dicegah pengumpulan kekuasaan d satu tangan supaya jangan ada kekuasaan
yaig terlampau besar yang dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang semena-

mena.8

B. Sunber Kekuasaan dan Kedaulaan

Dari semua uraian di atas, yang lebih penting di sini adalah tentang
sumber kekuasaan. Dari masalah asal atau sumber kekuasaan yang ada di dalam
negara, maksudnya adalah tentang pemegang kekuasaan (kekuasaan tertinggi atau
kedaulatan) itu siapakah yang memiliki dan atau memegang di dalam suatu
negara. Jadi berarti pula sumber dan kekuasaan tertinggi.

Meriutut” Montesquied, ' banwa’ keKuasaan™ itu” berasal dari® rakyat “bisa
disebut dengan teori hukum alam, jadi hukum alam inilah yang menjadi dasar
deripada kekuasaan raja, maka dengan demikian kekuasaan raja lalu dibatasi oleh
hukum alam, dan oleh karena raja tadi mendapatkan kekuasaannya dari rakyat,
raja itu hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan atau

dikehendaki oleh rakyat.g

70.

® Joenmiarto, SH., Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Negara (Jakarta: Rineka Cipta), hal.

” Soehino SH. //mu Negara (Yogyakarta: Liberty, 1996), hal. 160.



Teori kedaulatan rakyat vang dimaksud yaitu yang menyatakan bahwa
tuflan® negara “itu “ adalah "uhtaK™ mehegakkan “hukui Pdai> dnenjafiiin kebebasan
daripada para warga negaranya. Dalam pengertian bahwa kebebasan di sini adalah
kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang di
sini yang berhak membuat adalah merupakan penjelmaan daripada kemauan atau
kehendak rakyat, jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi, atau
kedaulatan.'’

Berbeda dengan pendapat al Maududi tentang sumber kekuasaan dan
kedaulatan, menurut al Maududi sumber kekuasaan atau kedaulatan adalah pada
Allah dan manusia hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah tersebut
sebagai khalifah-khalifah Allah di bumi. Dengan demikian maka tidak dapat
dibenarkan gagasan kedaulatan rakyat, dan sebagai pelaksana kedaulatan Allah,
umat manusia atau negara harus tunduk kepada hukum-hukum sebagaimana
tercantum dalam al Qur’an dan Sunnah Nabi, sedangkan yang dimaksud khalifah-
khalifah Allah yang berwenang melaksanakan kedaulatan Allah itu adalah
hanyalah umat atau orang-orang laki-laki dan perempuan Islam.

Dalam kedaulatan negara, Montesquieu berpendapat bahwa hukum
nzgaralah yang harus ditaati, dan negaralah satu-satunya yang berwenang
menentukan hukum. Negaralah yang menciptakan hukum. Jadi segala sesuatu

harus tunduk kepada negara. Negara di sini dianggap sebagai suatu keutuhan yang

9 1bid.
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menciptakan peraturan-peraturan hukum, jadi adanya hukum itu karena adanya
ne@dra, daif tada Satuhtkimpuit Serlakt' jikkatidak diketendaki slénenegata:™

<ukum pada umumnya tak lain adalah kemampuan akal budi manusia,
sejauh mengatur seluruh penghun® bumi. Hukum politik dan sipil tiap bangsa
mestinya hanya menjadi kasus khusus di mana akal budi manusia diterapkan.
Fukum-hukum ada hubungannya satu sama lain, dengan asal usul mereka,
dengan maksud para pembuat undang-undang, dan dengan tatanan berbagai hal
yang digunakan untuk membuat hukum.

Apabila lembaga rakyat memiliki kekuasaan tertinggi, ini disebut
demokrasi. Dalam demokrasi, dalam hal-hal tertentu rakyatlah yang berdaulat dan
dalam Fal-hal lain harus tunduk. Kedaulatan tidak bisa dilaksanakan kecuali oleh
hak pilih rakyat dalam pemilihan umum, yang merupakan kehendak rakyat
sendiri, sekarang, kehendak dari kedaulatan adalah kedaulatan itu sendiri.

Rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, wajib mengatur
segala sesuatu yang berada di lingkup kekuasaannya, sedangkan hal-hal yang di
Laar kemampuan mereka harus dilakukan oleh para menteri mereka.

Dasar pemikiran Montesquieu di jaman modern kemudian mengalami
perkembangan yang amat pesat. Mekanisme kelembagaan yang dulu belum
menyentuh  persoalan-persoalan teknis dan operasional terus mengalam’
perbaikan-perbaikan. Namun demikian isu-isu yang dikumandangkan tetap tidak

berubah yaitu pembatasan kekuasaan negara dalam rangka kedaulatan rakya:

" Ibid, hal. 154.
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(demokratisasi). Kedudukan rakyat dalam teori kedaulatan rakyat berusaha
dt€impatkansedeéntikian ' rapa 'dalam” penrbahasan® tentding - “petembagadii>datdn
ketatanegaraan, sehingga pemusatan kekuasaan pada satu orang atau satu lembaga
d harapkan tidak terjadi. Munculnya konsep perimbangan kekuasaan terhadap
kekuasaan eksekutif memungkinkan tersedianya mekanisme kontrol dalam
penyelenggaraan kehidupan kenegaran dan sekaligus meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam penentuan kebijakan publik.

Berbeda dengan pemikiran al Maududi bahwa sistem negara Islam tidak
dapat disebut demokrasi, oleh karena itu dalam sistem demokrasi kekuasaan
megara itu sepenuhnya di tangan rakyat, dengan arti bahwa undang-undang atau
Fukum itu diundangkan, diubah dan diganti semata-mata berdasarkan pendapat
can keinginan rakyat. Sistem politik Islam lebih tepat disebut Teokrasi, meskipun
pengert an teokrasi di sini sama sekali berbeda dengan teokrasi di Eropa. Teokrasi
ci Eropa adalah suatu sistem di mana kekuasaan negara berada pada kelas
tertentu, kelas pendeta, yang atas nama Tuhan menyusun undang-undang atau
hukum untuk rakyat sesuai dengan keinginan dan kepentingan kelas itu, dan
memerintah negara dengan berlindung di belakang hukum Tuhan. Sedangkan
teokrasi dalam Islam, kekuasaan Tuhan itu berada di tangan umat Islam yang
melaksanakan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh al Qur’an dan
Sunnah Nabi, atau mungkin dapat diciptakan istilah baru yaitu Teodemokrasi,

karena dalam sistem ini umat Islam memiliki kedaulatan rakyat yang terbatas.



Al Maududi mengatakan bahwa nama paling cocok bagi negara Islam
adalah’ Kerajaaln “Fuhah, ~atau'” Teokrasi)”“Akan “'tetapi.” Raietia “'ada - “Konotasi
kekuasaan oleh pendeta yang memerintah atas nama Tuhan, al Maududi
mzanciptakan nama baru yaitu Teodemokrasi. Teodemokrasi didasarkan atas
prinsip kedaulatan Tuhan dan kekhalifahan manusia. Teodemokrasi bersifat
teokratis dalam arti didasarkan atas perintah dan kehendak Tuhan, dan demokratis
karena menjadikan setiap muslim sebagai agen realisas kehendak Tuhan, dan
mengharuskan masyarakat supaya selalu bermusyawarah. Dalam negara Islam,
umat memiliki kedaulatan yang terbatas, dalam arti hak untuk mengganti kepala
pemerintahan dan mengungkapkan pandangan mengenai setiap isu publik. Akan
tetapi, mereka bukan pemegang hak legislasi yang mutlak karena hal itu milik
Allah SWT semata. Cakupan legislasi manusia hanyalah urusan pemerintahan dan
lainnya yang tidak ada anjuran dan perintah eksplisitnya dalam syari’at.

Demokrasi dalam Islam, katanya, juga memiliki wawasan yang mirip,
tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa kalau di dalam sistem Barat
suatu negara demokrasi menikmati hak kedaulatan mutlak. Maka demokrasi
dalam Islam, kekhalifahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang tidak
digariskan oleh hukum Illahi.'” Karena di dalam Islam tidak ada tempat bagi
pemerirgkahan “semau sendiri” oleh satu orang atau sekelompok orang. Dasar dari
szmua keputusan dan tindakan dari suatu negara Islam bukanlah keinginan atau

kehendak individu, tapi adalah syari’at. Al Maududi mengemukakan bahwa Islam

'* Al Maududi, Khilafah dan Kerajaan...hal. 135.
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menggunakan istilah kekhalifahan, bukan kedaulatan, karena menurut Islam
kedaulatan hanya milik Tuhan saja.

Dalam masyarakat semacam itu, kata al Maududi tidak ada ruang bagi
kediktateran seorang atau sekebompok tertentu atas yang lainnya. Tidak ada
seorang atau sekelompok orangpun yang diberi hak istimewa menjadi penguasa
mutlak dengan merampas hak asasi orang kebanyakan.

3ahkan kadangkala demokrasi memunculkan Suatu yang kontradiktif,
Jjixa demrokrasi diartikan sebagai suatu sistem yang memberikan kebebasan penuh
bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka sebagai bagian dari
hak asasi manusia, maka Islam tidak berlawanan dengan demokrasi. Dalam Islam,
tidak ada tempat bagi teokrasi, karenanya, pembuat kebijaksanaan bisa ditentang
baik oleh individu maupun organisasi, bahkan menolak penguasa yang lalim
merupakan salah satu tugas c-erpenting dalam Islam, jika yang dimaksud
demokrasi adalah sistem pemerintahan yang bertolak belakang dengan

kedkatatoran, maka Islam sesuai dengan demokrasi.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpazlan

Dari pembahasan te:sebut di atas setelah peneliti mendapatkan

berbagai permasalahan tentang pembagian kekuasaan dari pemikiran

Montesquieu dan Abul A’la Al-Maududi, maka peneliti mengambil kesimpulan

sebagai berikut:

1

Konsep pembagian kekuasaan dalam pemikiran Montesquieu adalah
ajarannya tentang Trias Poliika yaitu ajaran tentang pemisahan kekuasaan
men adi tiga, dan masing-masing kekuasaan itu harus dipegang dan
dilaksanakan oleh satu badan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri,
yaitu:
alb. Kekuasaar Perundangauddéngan) Degislatif
b. Kekuasaan Melaksanakan Pemerintahan, Eksekutif
c. <Kekuasaan Kehakiman, Yudikatif

Jika masing-masing kekuasaan itu dipegang oleh suatu badan yang
berdiri sendiri, ini akan menghilangkan kemungkinan timbulnya tindakan
yang sewenang-wenang dari seorang penguasa atau tugasnya tidak

memberikan ~ kemungkinan  dilaksanakannya  sistem  pemerintahan

absolutisme.
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Dalam ajarannya tentang Trias Politika, Montesquieu menganut

teori kedaulatan” rakyat, mengatakan bahwa tujuan negara itu ‘adalah "Gntuk
menegakkan hukum dan menjamin kebebasan daripada para warga negaranya
dalam batas-batas perundang-undangan. Sedangkan undang-undang di sini
yang berhak membuat adalah rakyat, jadi yang berdaulat itu adalah rakyat
atau bisa disebut juga dengan Negara Demokrasi.
Korsep pembagian kekuasaan dalam pemikiran Al-Maududi adalah bahwa
kekmasaan negara dilakukan oleh tiga lembaga, yakni Eksekutif, Legislatif
dan Yudikatif. Badan Eksekutif dibentuk oleh umat Islam dan berhak untuk
memecatnya, sedangkan Badan Yudikatif sepenuhnya berada di luar lembaga
Eksekutif, yang berarti berdiri sendiri.

Dan sistem pemerintahan Islam menurut pemikiran Al-maududi
adalah suatu sistem yang memiliki kedaulatan rakyat yang terbatas yang
artinya kedaulatan tertinggi berada pada Allah, sedangkan umat manusia
adalah  pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah, dalam melaksanakan
kedaulatan tersebut harus sesuai dengan apa yang disampaikan Al-Qur’an dan
As-Sunnah, atau bisa disebut dengan negara Teo-Demokrasi.

Persamaan pemikiran Montesquieu dan Al-Maududi yang paling menonjol
adalah terletak pada pemikirannya tentang konsep pembagian kekuasaan yaitu
pemisahan kekuasaan menjadi tiga, dan masing-masing kekuasaan itu harus
dipegang dan dilaksanakan oleh satu badan yang masing-masing berdiri

sendiri, yaitu:
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a. Kexuasaan Perundang-undangan, Legislatif
b. Kekudsaan Melaksanakan Pemerintahan; Eksekutif
c. Kexuasaan Kehakiman, Yudikatif

Adapun perbedaan pemikiran antara keduanya adalah tentang
sumber kekuasaan atau kedaulatan. Montesquieu adalah penganut teori
kedaulatan rakyat, bahwa kexuasaan tertinggi itu adalah rakyat dalam arti
menjamin kebebasan daripada para warga negaranya dalam batas-batas
perundang-undangan, dan umdang-undang di sini yang berhak membuat
adalan rakyat itu sendiri, yang selama ini biasa disebut dengan Negara
Demokrasi. Sedangkan menurut pemikiran Al-Maududi, bahwa sistem
pemerintahan Islam adalah sistem yang memiliki kedaulatan rakyat yang
terbacas yang artinya kedaulatan tertinggi berada pada Allah, sedangkan umat
manusia adalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah. Dalam melaksanakan
kedaulatan tersebut harus sesuai dengan apa yang disampaikan Al-Qur’an dan

As-Sunnah atau disebut juga dengan negara Teo-Demokrasi.

B. Szran-saran
Dengan selesainya penulisan skripsi ini kiranya ada beberapa saran
dzri pentlisan berkenaan dengan masalah yang dibahas yaitu:
I. Hencaknya karya ilmiah ini bisa dijadikan salah satu acuan dalam
pembahasan masalah ketatanegaraan khususnya masalah sistem pemerintahan,

serta bisa dibuat rujukan untuk masalah-masalah yang terkait.
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2. Para pembaca, agar senantiasa menelaah secara mendalam tentang sistem
pembagiat - 'Kekaasaan~dalam " pemikiran-pemikiran “politik ‘Barat “dan”slam
selair Montesquieu dan Al-Maududi dari segi yang berbeda yang ada
relevansinya dengan sistem pemerintahan yang ada sekarang. Karena
mungkin dari sini banyak hal-hal yang belum secara mendalam dan diangkat
sebagai kajian ilmiah dengan demikian dapat dijadikan suatu acuan untuk
masalah-masalah tersebut.

3. Pene'itian ini masih harus ditindaklanjuti dan diperdalam, agar dalam
memberikan Kkontribusi pemrikiran bisa secara tuntas. Oleh karena itu
diharapkan agar ada peneliian lebih lanjut oleh pihak-pihak yang
berkomitmen di bidang politik agar didapatkan konsep-konsep teoritik yang

lebih mendalam.
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